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ABSTRAK 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK  

(Studi Putusan No: 56/Pid.B/2025/PN Srg) 

 

Oleh 

NAJLA QURRATUAIN 

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan isu kriminalitas yang 

menunjukkan peningkatan signifikan akhir-akhir ini. Hal ini menuntut adanya 

penegakan hukum pidana yang tegas, khususnya terhadap pelaku kejahatan yang 

melibatkan anak. Kasus ini tidak hanya menggambarkan terjadinya pelanggaran 

terhadap suatu aturan hukum, tetapi juga menggambarkan bagaimana penegakan 

hukum pidana terhadap para pelaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan 

keadilan. Hal tersebut melatarbelakangi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu 

bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan anak dan apa saja 

faktor penghambat penegak hukum dalam menangani kasus pembunuhan anak, 

terutama yang melibatkan metode kekerasan. 

 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung 

dengan pendekatan yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari 

bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dengan 

melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Penyidik Satreskrim Kepolisian 

Resor Cilegon, Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Cilegon, dan Dosen Bagian 

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan pokok permasalahan. Pengolahan data yang 

diperoleh dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. 

 

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap 

pelaku pembunuhan anak telah dilakukan secara prosedural sesuai dengan KUHAP. 

Penegakan hukum tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Cilegon 

yaitu melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, dan bekerja sama dengan dokter 

forensik untuk mendapatkan hasil visum.  Penegakan hukum tahap penuntutan, 
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Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 340 Jo. 

Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Pasal 83 Jo. Pasal 76F UUPA, dan menuntut pidana 

mati bagi tiga pelaku utama. Penegakan hukum pada tahap peradilan, Majelis 

Hakim dalam putusan 56/Pid.B/2025/PN Srg menyatakan para terdakwa utama 

terbukti secara sah bersalah berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan. 

Faktor penghambat dalam menegakkan hukum yang paling dominan adalah sarana 

dan prasarana yang kurang memadai pada saat proses penyelidikan dan 

ketidakkooperatifan para terdakwa pada saat proses persidangan sedang 

berlangsung.  

 

Berdasarkan penelitian ini, disarankan beberapa hal guna mengoptimalkan 

penegakan hukum dan mencegah tindak pidana serupa. Pihak kepolisian 

diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kecepatan respon terhadap 

setiap laporan guna mencegah peningkatan tindakan kriminal menjadi tindak 

pidana yang lebih serius. Selain itu, Pemerintah perlu menyediakan dukungan 

sarana dan prasarana yang memadai, termasuk peralatan forensik modern dan 

perluasan sistem pengawasan CCTV secara merata hingga ke wilayah pedesaan, 

sebagai upaya strategis untuk menunjang efektivitas penegakan hukum dan 

menjamin rasa aman serta perlindungan masyarakat.  

 

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pembunuhan Berencana, Penegakan. 

 



 

ABSTRACT 

LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF CHILD MURDER 

(Decision Study No. 56/Pid.B/2025/PN Srg) 

 

 

By 

NAJLA QURRATUAIN 

Premeditated murder is a crime issue that has shown a significant increase in 

recent years. This demands strict criminal law enforcement, particularly against 

perpetrators of crimes involving children. This case not only illustrates a violation 

of a legal rule, but also illustrates how criminal law enforcement against 

perpetrators ensures legal certainty and justice. This underpins the formulation of 

the research problem: how is the law enforced against perpetrators of child murder 

and what factors hinder law enforcement in handling child murder cases, especially 

those involving violent methods. 

 

This research uses a normative juridical approach and is supported by an empirical 

juridical approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and 

tertiary legal materials. Primary legal materials were obtained by conducting 

interviews with informants, namely Investigators from the Criminal Investigation 

Unit of the Cilegon Police Resort, Public Prosecutors from the Cilegon District 

Attorney's Office, and Lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty 

of Law, University of Lampung, and laws and regulations relevant to the main 

problem. The data processing was carried out by means of data selection, data 

classification, and data compilation. 

 

The results of the research and discussion show that law enforcement against child 

murder perpetrators has been carried out procedurally in accordance with the 

Criminal Procedure Code. Law enforcement at the investigation stage carried out 

by the Cilegon Resort Police is to conduct crime scene processing, witness 

examination, and collaborate with forensic doctors to obtain post-mortem results. 

Law enforcement at the prosecution stage, the Public Prosecutor (JPU) uses 

cumulative charges, namely Article 340 in conjunction with Article 55 Paragraph
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 (1) of the Criminal Code and Article 83 in conjunction with Article 76F of the 

UUPA, and demands the death penalty for the three main perpetrators. Law 

enforcement at the trial stage, the Panel of Judges in decision 56/Pid.B/2025/PN 

Srg stated that the main defendants were legally proven guilty based on the 

fulfillment of all elements of the indictment. The most dominant inhibiting factors 

in enforcing the law are inadequate facilities and infrastructure during the 

investigation process and the defendants' lack of cooperation during the ongoing 

trial process. 

 

Based on this research, several recommendations are made to optimize law 

enforcement and prevent similar crimes. The police are expected to improve their 

professionalism and speed of response to reports to prevent criminal activity from 

escalating into more serious offenses. Furthermore, the government needs to 

provide adequate facilities and infrastructure, including modern forensic 

equipment and expand CCTV surveillance systems to rural areas, as a strategic 

effort to bolster effective law enforcement and ensure public safety and protection. 

 

Keywords: Criminal Law, Premeditated Murder, Enforcement. 
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MOTTO 

 

 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 

telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 

Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap.” 

 

(QS. Al-Insyirah: 6-8) 

 

 

 

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.” 

 

(QS. Ar-Rum: 60) 

 

 

 

“It’s fine to fake it until you make it, until you do, until it’s true.” 

 

(Taylor Swift) 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kejahatan terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi r 

manusira yang palirng serirus, karena anak adalah kelompok rentan yang perlu 

dirlirndungir dan dirpenuhir haknya. Undang-Undang Perlirndungan Anak menyatakan 

setirap anak berhak mendapatkan perlirndungan darir segala bentuk kekerasan, 

termasuk kekerasan firsirk yang mengakirbatkan hirlangnya nyawa.1 Namun pada 

kenyataannya, kasus pembunuhan terhadap anak masirh kerap terjadir dir berbagair 

daerah dir Irndonesira. Salah satunya yairtu kasus pembunuhan berencana yang terjadi r 

dir Banten, yang dirlakukan oleh 5 (lirma) pelaku terhadap anak yang masirh berusira 

4,9 tahun (empat tahun sembirlan bulan). Motirf utama yang mendorong terjadirnya 

tirndak pirdana pembunuhan irnir adalah adanya perasaan sakirt hatir. Perirstirwa tragirs 

tersebut menegaskan bahwa keberadaan aturan hukum saja tirdak cukup tanpa 

adanya penegakan hukum yang efektirf dan tegas darir aparat penegak hukum, untuk 

memberirkan rasa aman kepada masyarakat dan menjamirn perlirndungan maksirmal 

terhadap anak.  

   

Penegakan hukum merupakan tanggung jawab negara atas keselamatan warga 

negara, karena kejahatan merupakan masalah mendesak yang harus dirtanganir untuk 

menjaga kesehatan, keselamatan, dan kedamairan yang mencermirnkan keselamatan 

masyarakat.  Penegakan hukum berdasarkan subjeknya dapat dirlirhat dalam artir luas 

dan sempirt. Penegakan hukum dalam artir luas merupakan upaya yang melirbatkan 

semua subjek hukum dalam menegakkan suatu aturan atau norma hukum. 

Sedangkan dalam artir sempirt hanya merupakan upaya yang dirlakukan oleh aparat

                                                
1 Alycira Sandra dan Rirdwan Arirfirn, Analirsirs Perlirndungan Hukum Terhadap Tirndak Kekerasan Pada 

Anak dir Irndonesira, Jurnal Ajudirkasir, Vol.3, No.1, (2019), hlm. 43. 
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penegak hukum untuk memastirkan suatu aturan atau norma berjalan semestirnya.2 

Penegakan hukum dapat dirlirhat darir sudut subjek dan objeknya. Jirka dirlirhat darir 

subjeknya penegakan hukum memirlirkir artir yang luas dan sempirt. Penegakan hukum 

dalam artir luas merupakan suatu proses yang melirbatkan seluruh subjek hukum 

dalam berbagair hubungan hukum. Setirap irndirvirdu yang menerapkan ketentuan 

normatirf, bairk dengan melakukan suatu tirndakan maupun tirdak, berdasarkan norma 

hukum yang berlaku pada dasarnya sedang melakukan sedang menjalankan atau 

menegakkan hukum tersebut. Sedangkan penegakan hukum dalam artir sempirt 

merupakan upaya yang dirlakukan oleh aparat penegak hukum sebagairmana 

mestirnya dalam menjalankan tugas tersebut. Jirka dirperlukan, aparat penegak hukum 

memirlirkir kewenangan untuk menggunakan kekuatan atau paksaan. 

 

Penegakan hukum jirka dirlirhat darir sudut objeknya dapat dirlirhat darir aspek 

hukumnya sendirrir. Dalam konteks irnir, pemahamannya terbagir ke dalam artir luas 

dan sempirt. Penegakan hukum secara luas mencakup tirdak hanya mengenair irsir 

aturan hukum yang tertulirs, tetapir juga nirlair-nirlair keadirlan yang terkandung dir 

dalamnya serta yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan irnir mengakuir 

bahwa hukum yang hirdup memegang peranan pentirng, dirmana norma dan nirlair 

sosiral yang diranut oleh masyarakat menjadir pertirmbangan utama dalam 

irmplementasir hukum. Sedangkan penegakan hukum dalam artir sempirt hanya 

berfokus pada penerapan peraturan yang bersirfat formal dan tertulirs. Pandangan irnir 

mengedepankan kepastiran hukum dan terirkat secara ketat pada peraturan-peraturan 

yang ada.3  

 

Secara umum, penegakan hukum dapat dirmaknair sebagair suatu usaha dengan 

menggunakan pelaksanaan ketentuan hukum tertentu untuk menjatuhkan sanksi r 

hukum, sehirngga norma hukum yang berlaku dapat dirpatuhir. Penegakan hukum 

melirbatkan keseirmbangan antara nirlair-nirlair yang dirtetapkan dalam aturan, 

penetapan sirkap serta tirndakan sebagair langkah pada tahap akhirr, dalam rangka 

                                                
2 Andrew Shandy Utama, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Dir Irndonesira, 

Jurnal ensirklopedira sosiral revirew, Vol.1, No.3, (2019), hlm. 306. 
3 Hasazirduhu Moho, Penegakan Hukum Dir Irndonesira Menurut Aspek Kepastiran Hukum, Keadirlan 

dan Kemanfaatan, Jurnal Warta Januarir, Vol.13, No.1, (2019), hlm. 5. 



3 

 

melahirrkan, menjaga, dan mempertahankan irnteraksir sosiral yang damair.4 Salah satu 

yang memirlirkir peran pentirng dalam upaya tersebut adalah hukum pirdana, karena 

melaluir hukum pirdana negara menetapkan batas-batas perirlaku yang tirdak boleh 

dirlakukan beserta sanksir yang mengirkutirnya. 

 

Hukum pirdana adalah salah satu bagiran yang berasal darir hukum umum yang 

berlaku bagir masyarakat serta menyampairkan dasar dan landasan hukum yang 

menjadir dasar penirlairan terhadap suatu perbuatan atau tirndakan apa saja yang 

dirlarang dan apa saja ancaman bahaya yang menyertair perbuatan tersebut bagir 

pelanggarnya. Ketentuan irnir mengatur berbagair bentuk pelanggaran dan kejahatan 

yang mengancam kepentirngan umum.5 Dalam hukum pirdana, objek yang diratur 

dirsebut tirndak pirdana. Tirndak pirdana merupakan perbuatan yang dirlarang oleh 

aturan hukum yang mana dirsertair sanksir berupa pirdana tertentu bagir yang 

melanggar ketentuan atau aturan tersebut. Hukum pirdana merupakan irnstrumen 

untuk mengatur kehirdupan sosiral. Hakirkat hukum pirdana iralah hukum yang 

keberadaanya dapat dirtegakkan melaluir lembaga penegak hukum yang terdirrir darir 

kepolirsiran, jaksa, hakirm, dan lembaga pemasyarakatan dengan memberirkan sanksir 

pirdana kepada sirapa saja yang melanggar ketentuan-ketentuannya.6 

 

Penerapan hukum pirdana menyangkut dua aspek pentirng, yairtu penerapan hukum 

pirdana secara abstrak dan penerapan hukum pirdana secara konkret. Penegakan 

hukum pirdana secara abstrak dapat dirpahamir sebagair upaya untuk memberantas 

kejahatan dengan memberlakukan aturan hukum pirdana yang mencegah kegiratan 

tertentu. Dalam hal irnir, penerapan hukum tetap berbentuk perumusan aturan-aturan 

tertentu yang bersirfat sebagair pedoman untuk masyarakat menghirndarir perbuatan-

perbuatan yang dapat melanggar peraturan perundang-undangan tersebut. 

Sirngkatnya, penerapan hukum pirdana secara abstrak belum dirirmplementasirkan 

langsung oleh aparat penegak hukum. Hal irnir tirdak sama dengan penegakan aturan 

                                                
4 Hirjrairnir, Perkembangan Teorir Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsir Norma dir Masyarakat, 

Jurnal Sultra Research of law, Vol.5, No.2, (2023), hlm. 59. 
5 Baharudirn, dkk., Tirnjauan Yurirdirs Terhadap Pelaku Tirndak Pirdana Pembunuhan Berencana (Studir 

Kasus Putusan Nomor 2/Pird.B/2021/PN. Gdt Jo 56/Pird/2021/PT), Pagaruyuang Law Jurnal, Vol.6, 

No.2, (2023), hlm. 250. 
6 Ekir Sirrojul Baehaqir, dkk., Keturutsertaan Dalam Tirndak Pirdana, Jurnal Studir Keirslaman, Vol.1, 

No.1, (2022), hlm. 2. 
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hukum pirdana nyata, yang merupakan langkah nyata darir pembuat undang-undang 

untuk mencabut norma-norma abstrak dalam hukum pirdana.7 

 

Penggunaan hukum pirdana adalah salah satu strategir dalam penanggulangan 

kejahatan. Penerapan sirstem peradirlan pirdana berfungsir sebagair sarana 

pengendaliran kejahatan merupakan bagiran darir kebirjakan peradirlan pirdana. 

Tirndakan irnir bertujuan untuk mencapair tujuan utama kebirjakan krirmirnal, yairtu 

melirndungir masyarakat dan mencapair stabirlirtas dan pembangunan. Salah satu jenirs 

kejahatan yang diratur dalam Kirtab Undang-Undang Hukum Pirdana (KUHP) adalah 

pembunuhan. Pembunuhan adalah tirndak kejahatan serirus karena melirbatkan 

hirlangnya nyawa manusira secara melawan hukum. Ada berbagair jenirs pembunuhan 

dalam sirstem peradirlan.  Berdasarkan unsur kesengajaan, perencanaan, dan keadaan 

yang melatarbelakangir suatu tirndakan. Oleh karena irtu, penerapan hukum pirdana 

dalam kasus pembunuhan sangat pentirng untuk menjamirn keadirlan. Mencegah 

pelaku kejahatan dan melirndungir masyarakat darir ancaman kejahatan serupa. 

 

Perbuatan tirndak pirdana pada dasarnya bukan hanya merusak aturan hukum, tetapir 

juga merusak aturan masyarakat karena tirndak pirdana yang terjadir dir masyarakat 

akan menyangkut kepentirngan korban, lirngkungan, masyarakat luas dan negara. 

Tirndak pirdana pembunuhan memirlirkir bentuk atau kualirfirkasir, dir antaranya adalah 

tirndak pirdana pembunuhan birasa dan tirndak pirdana pembunuhan berencana. 

Perbedaan antara kedua tirndak pirdana tersebut terletak pada unsur berencana. 

Tirndak pirdana pembunuhan terwujud oleh adanya kehendak atau nirat membunuh 

dan pelaksanaanya secara bersama. Sedangkan tirndak pirdana pembunuhan 

berencana terwujud dirawalir dengan rencana dahulu sebelum pelaksanaan 

pembunuhan, sepertir pelaku memirkirrkan perbuatan apa yang akan dirlakukan 

dengan tenang, adanya jarak waktu antara tirmbulnya kehendak sampair pelaksanaan 

kehendak.8  

 

 

                                                
7 Wahyunir, Penerapan Sanksir Pirdana Sebagair Pirlirhan Terakhirr Terhadap Anak yang Melakukan 

Tirndak Pirdana, Jurirsprudentire, Vol.8, No.1, (2021), hlm. 15. 
8 Girlang Herdirla Wirratma, dkk., Telaah Pasal 338-340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana 

(Analirsirs Pembunuhan Berencana Mahasirswa Unirversirtas Surabaya Yang Dir Masukkan Koper Lalu 

Dirbuang oleh Guru Les Musirk), Jurnal Multirmedira Dehasen, Vol.2, No.3, (2023), hlm. 662. 
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Suatu perbuatan yang memenuhir syarat sebagair pembunuhan adalah tirndakan yang 

terjadir apabirla suatu irndirvirdu dengan sengaja membunuh orang lairn. Sebagairmana 

diratur dalam Pasal 340 Kirtab Undang-Undang Hukum Pirdana (KUHP), Apabirla 

pelaku sudah berencana melakukan pembunuhan, maka dirsebut pembunuhan 

berencana yang ancaman hukumannya yairtu pirdana penjara palirng lama 20 (dua 

puluh) tahun, pirdana penjara seumur hirdup, atau bahkan pirdana matir.9 Orang yang 

secara langsung melakukan perbuatan tersebut dapat dirpastirkan sebagair pelaku 

pembunuhan. Orang yang memerirntahkan suatu perbuatan dirlakukan, turut serta dir 

dalamnya, mendorong dirlakukannya suatu perbuatan atau membantu 

pelaksanaannya juga diranggap sebagair pelaku dalam suatu tirndak pirdana. 

 

Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang dirlakukan dengan sengaja 

dan dirrencanakan terlebirh dahulu pembunuhan berencana merupakan salah satu 

bentuk perbuatan pirdana yang motirf atau alasannya dapat berupa keirngirnan untuk 

merampas harta korban, balas dendam, atau keirngirnan untuk memperoleh 

pengakuan sosiral atau polirtirk. Orang yang melakukan pembunuhan berencana 

adalah orang yang secara mental sirap menyaksirkan kematiran seseorang, hirdup 

dengan penyesalan berkepanjangan, dan menanggung semua konsekuensir yang 

mungkirn terjadir.10 Fenomena irnir menjadir perhatiran khusus dalam sirstem hukum 

pirdana karena kompleksirtas motirf dir balirknya serta dampak yang dirtirmbulkan 

terhadap masyarakat. Oleh karena irtu, pembunuhan berencana mendapatkan 

ancaman pirdana yang lebirh berat dirbandirngkan dengan pembunuhan birasa. 

 

Kasus yang dir angkat dalam penelirtiran irnir adalah kasus pembunuhan tragirs yang 

menirmpa seorang anak perempuan bernama Aqirlatunnirsa Prirsca Herlan (APH), 

yang berusira 4,9 tahun (empat tahun sembirlan bulan) dir Kabupaten Lebak, Provirnsir 

Banten, pada September 2024 yang dirtemukan tewas dengan wajah dirlirlirt lakban dir 

Pantair Cirhara. Motirf utama dir balirk pembunuhan irnir berkairtan dengan masalah sakirt 

hatir dan utang pirutang pirnjaman onlirne (pirnjol). Saenah sakirt hatir atas perlakuan 

irbu korban yang serirng menyuruh Rahmir namun tirdak pernah memberirkan irmbalan. 

                                                
9 Soesirlo, Krirmirnologir, (Bogor: Polirteira, 2010), hlm. 108. 
10 Artirs Duha, Pertirmbangan hakirm dalam penjatuhan hukuman terhadap tirndak pirdana pembunuhan 

berencana, Jurnal Panah Hukum, Vol.1, No.2, (2022), hlm. 32. 
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Selairn irtu, irbu korban memirlirkir utang pirnjol sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh 

lirma juta rupirah) yang dirbebankan kepada Saenah dan Rahmir. Ketirdakmampuan 

membayar utang tersebut memircu konflirk yang berujung pada perencanaan 

pembunuhan. 

 

Hubungan antara pelaku dan irbu korban menunjukkan kompleksirtas relasir sosiral dir 

masyarakat. Saenah dan Rahmir juga dirketahuir memirlirkir hubungan sesama jenirs. 

Saenah serirng cemburu karena irbu korban dekat dengan Rahmir. Darir sirtulah, 

rencana pembunuhan terjadir. Saenah, Rahmir, dan Emir irnir sudah merencanakan satu 

bulan sebelumnya, awalnya berencana melakukan penganirayaan terhadap irbu 

korban pada 12 September 2024. Namun, rencana tersebut berubah pada 15 

September 2024, menjadir penganirayaan terhadap anak korban karena irbu korban 

sedang hamirl besar.11  

 

Pada harir Selasa, 17 September 2024, sekirtar pukul 08.00 WIrB, Saenah dan Emir 

menuju gudang dir sebelah kontrakan korban. Gudang tersebut telah dirsewa oleh 

Saenah selama empat bulan dan dirpersirapkan untuk melakukan pembunuhan. Mirsir 

penculirkan korban dirlakukan setelah korban dirtirnggalkan sendirriran dir kontrakannya 

ketirka sang ayah dan irbu korban pergir ke tempat kerja sang ayah. Kemudiran korban 

dirbawa ke gudang yang dirjadirkan tempat eksekusir. Korban dirbekap dengan tangan 

kosong sebelum akhirrnya dirlakban dan dirbunuh tersangka.12 Pada Selasa, 17 

September 2024 korban dirlaporkan hirlang dan dirduga menjadir korban penculirkan. 

Dua harir kemudiran korban dirtemukan tewas pada Kamirs, 19 September 2024 pagir 

dir pesirsirr Pantair Cirhara, Kabupaten Lebak, Provirnsir Banten. Pirhak kepolirsiran 

segera membawa jenazah tersebut untuk dirlakukan autopsir untuk memastirkan 

penyebab kematirannya.13 

                                                
11 Kompas.com, “2 Pembunuh Balirta Dirlirlirt Lakban dir Banten Dirdakwa Pembunuhan Berencana”, 

https://regironal.kompas.com/read/2025/02/13/160753478/2-pembunuh-balirta-dirlirlirt-lakban-dir-

banten-dirdakwa-pembunuhan-berencana?page=all, (dirakses pada 13 Februarir 2025 pukul 19.13 

WIrB). 
12 Detirk News, “Rekonstruksir Pembunuhan Anak Perempuan Dirlakban, 84 Adegan 

Dirperagakan,” https://news.detirk.com/berirta/d-7571828/rekonstruksir-pembunuhan-anak-

perempuan-dirlakban-84-adegan-dirperagakan (dirakses pada tanggal 19 Maret 2025 pukul 

20.14 WIrB). 
13 Pirkirran Rakyat Banten, “Tirga Terduga Pelaku Pembunuhan Anak Wajahnya Dirlirlirt Lakban dir 

Pantair Cirhara Dirtangkap”, https://banten.pirkirran-rakyat.com/hukum/pr-3278589080/tirga-terduga-

pelaku-pembunuhan-anak-wajahnya-dirlirlirt-lakban-dir-pantair-cirhara-dirtangkap?page=all, (dirakses 

https://regional.kompas.com/read/2025/02/13/160753478/2-pembunuh-balita-dililit-lakban-di-banten-didakwa-pembunuhan-berencana?page=all
https://regional.kompas.com/read/2025/02/13/160753478/2-pembunuh-balita-dililit-lakban-di-banten-didakwa-pembunuhan-berencana?page=all
https://news.detik.com/berita/d-7571828/rekonstruksi-pembunuhan-anak-perempuan-dilakban-84-adegan-diperagakan
https://news.detik.com/berita/d-7571828/rekonstruksi-pembunuhan-anak-perempuan-dilakban-84-adegan-diperagakan
https://banten.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-3278589080/tiga-terduga-pelaku-pembunuhan-anak-wajahnya-dililit-lakban-di-pantai-cihara-ditangkap?page=all
https://banten.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-3278589080/tiga-terduga-pelaku-pembunuhan-anak-wajahnya-dililit-lakban-di-pantai-cihara-ditangkap?page=all
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Kasus irnir melirbatkan lirma tersangka dengan peran berbeda: 

a) Saenah (38 tahun): Irnirsirator dan eksekutor utama yang melirlirtkan lakban dir 

wajah korban dan mendudukirnya hirngga tewas. 

b) Rahmir (38 tahun): Membantu perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan serta 

mempersirapkan dan membuang jenazah korban untuk menghirlangkan barang 

buktir. 

c) Emir (23 tahun): Membantu Saenah dalam mengeksekusir korban dengan 

irmbalan janjir uang Rp50.000.000,00 (lirma puluh juta rupirah). 

d) Ujang Irldan (22 tahun) dan Yayan Heriranto (23 tahun): Membantu membuang 

jenazah dan menghirlangkan barang buktir dengan irmbalan Rp100.000,00 

(seratus rirbu rupirah). 

 

Kasus pembunuhan balirta irnir telah menirmbulkan keprirhatirnan publirk terhadap 

penegakan hukum dir Irndonesira. Pada awalnya para tersangka dirjerat Pasal 80 Ayat 

(3) Undang-Undang Perlirndungan Anak (UUPA) yang mengatur tentang 

penganirayaan anak yang mengakirbatkan kematiran, dengan ancaman maksirmal 15 

(lirma belas) tahun penjara. Namun, setelah penyelirdirkan lebirh lanjut terdapat buktir 

bahwa pembunuhan irnir telah dirrencanakan satu bulan sebelumnya. Kemudiran 

tersangka juga dirjerat Pasal 340 Kirtab Undang-Undang Hukum Pirdana (KUHP) 

tentang pembunuhan berencana, yang memungkirnkan dirjatuhkannya hukuman 

matir. Banyak pirhak yang mendesak pelaku harus dirjatuhir hukuman secara 

maksirmal, karena tirndakan para pelaku dirnirlair sangat kejir dan tirdak manusirawir.  

 

Kasus irnir tersorot lambatnya respon aparat penegak hukum terhadap laporan 

ancaman yang telah diradukan oleh irbu korban. Meskirpun Irndonesira telah memirlirkir 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlirndungan Anak (perubahan 

atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002), irmplementasirnya dir lapangan masirh 

lemah. Karena sebelum pembunuhan irnir terjadir, irbu korban sempat menerirma 

ancaman melaluir pesan WhatsApp sebanyak 4 (empat) kalir dan melaporkannya ke 

pirhak kepolirsiran. Namun, respon yang dirberirkan pirhak kepolirsiran hanya berupa 

saran untuk melapor kembalir jirka ada tanda-tanda mencurirgakan, tanpa ada 

                                                
pada tanggal 19 Maret 2025 pukul 21.47 WIrB). 
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tirndakan yang nyata untuk melirndungir keluarga korban. Irsu hukum yang menjadir 

sorotan dalam kasus irnir adalah sejauh mana aparat penegak hukum menjalankan 

kewajirbannya untuk memberirkan perlirndungan kepada korban yang sebelumnya 

telah melaporkan adanya ancaman.  

 

Fakta bahwa korban tetap menjadir sasaran kejahatan menunjukkan adanya celah 

dalam pelaksanaan norma hukum yang seharusnya bersirfat preventirf. Dir sirsir lairn, 

penolakan oleh tirga terdakwa yairtu Saenah, Rahmir, dan Emir untuk diradirlir 

memunculkan permasalahan terkairt mekanirsme hukum dalam menghadapir sirkap 

terdakwa yang dapat menghambat jalannya persirdangan. Hal irnir menirmbulkan 

pertanyaan mengenair efektirvirtas sirstem peradirlan pirdana dalam memastirkan proses 

hukum tetap berjalan, serta sejauh mana perlirndungan hukum yang dirjamirn undang-

undang benar-benar dirirmplementasirkan untuk memenuhir hak korban dan 

keluarganya atas keadirlan. Kegagalan dalam memberirkan perlirndungan dan 

menanganir ancaman secara tepat tirdak hanya berdampak pada proses hukum, 

melairnkan juga memircu keresahan dan rasa ketirdakamanan dir tengah masyarakat. 

Kondirsir tersebut kemudiran berujung pada proses persirdangan yang menjadir forum 

untuk mengujir fakta dan menirlair pertanggungjawaban pirdana para terdakwa, 

sehirngga menghasirlkan putusan yang mengirkat secara hukum. 

 

Putusan dengan nomor perkara 56, 57, 58/Pird.B/2025/PN Srg, menyatakan bahwa 

para pelaku yang terlirbat telah terbuktir bersalah secara sah dan meyakirnkan 

menurut hukum melakukan tirndak pirdana “mereka yang melakukan, yang 

menyuruh, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja 

dan dengan rencana terlebirh dahulu merampas nyawa oranglairn”, sebagairmana 

diratur dan dirancam pirdana Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, 

sebagairmana dakwaan kumulatirf pertama penuntut umum dan bersalah melakukan 

tirndak pirdana, “menempatkan, membirarkan, melakukan, menyuruh melakukan, 

atau turut serta melakukan penculirkan, penjualan, dan/atau perdagangan anak” 

sebagairmana diratur dalam Pasal 83 Jo. Pasal 76F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerirntah Penggantir Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlirndungan Anak menjadir Undang-Undang Jo. Undang-Undang 
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Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 dalam dakwaan kumulatirf keempat penuntut umum. Putusan hakirm yang 

menjatuhkan pirdana kepada para terdakwa dengan pirdana penjara seumur hirdup 

tirdak hanya menjadir bentuk pertanggungjawaban hukum bagir para pelaku, tetapir 

juga menirnggalkan dampak psirkologirs dan sosiral yang mendalam bagir masyarakat. 

  

Ketakutan, ketirdakpercayaan, dan keresahan sosiral muncul akirbat tirndakan 

krirmirnal yang terjadir dir lirngkungan mereka. Tragedir irnir menekankan pentirngnya 

perlirndungan anak dan peran kebirjakan publirk dalam mencegah kekerasan terhadap 

anak. Evaluasir terhadap kebirjakan perlirndungan anak, sirstem perirngatan dirnir, dan 

peran lembaga terkairt menjadir krusiral untuk mencegah kejadiran yang serupa. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, penulirs memirlirkir 

ketertarirkan untuk menelaah dan membahas permasalahan irnir dalam penelirtiran 

yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tirndak Pirdana Pembunuhan 

Anak (Studir Putusan No: 56/Pird.B/2025/PN Srg).” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan penjelasan latar belakang, agar permasalahan yang akan dirtelirtir dapat 

dirpecahkan, maka perlu dirsusun dan dirrumuskan suatu permasalahan yang jelas dan 

sirstematirk maka penulirs merumuskan permasalahan sebagair berirkut: 

 

a. Bagairmanakah penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan anak?   

b. Apakah faktor penghambat penegak hukum dalam menanganir kasus 

pembunuhan anak, terutama yang melirbatkan metode kekerasan? 

 

2. Ruang Lirngkup Penelirtiran 

 

Ruang lirngkup pada penelirtiran irnir akan berfokus pada tirga (tirga) hal, yairtu secara 

keirlmuan, substansir, dan wirlayah. Secara keirlmuan berkairtan dengan hukum pirdana 

materirirl yang dirbutuhkan untuk memberirkan dasar analairsirs terhadap penegakan 

hukum terhadap tirndak pirdana pembunuhan berencana dan perlirndungan anak. 

Secara substansir berkairtan dengan faktor yang mempengaruhir penegakan hukum. 
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Adapun wirlayah penelirtirannya akan dirlakukan dir Kepolirsiran Resor (Polres) Cirlegon 

dan Kejaksaan Negerir Cirlegon pada Tahun 2025. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelirtiran 

 

Berdasarkan urairan latar belakang diratas, tujuan darir penelirtiran irnir adalah: 

a. Untuk mengetahuir penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan anak. 

b. Untuk mengetahuir faktor penghambat penegak hukum dalam menanganir kasus 

pembunuhan anak, terutama yang melirbatkan metode kekerasan. 

 

2. Kegunaan Penelirtiran 

 

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, maka penulirsan dan pembahasan penulirsan irnir 

dapat memberirkan kegunaan yang mencakup ke dalam dua aspek, yairtu: 

 

a. Kegunaan Teorirtirs 

 

Memberirkan kontrirbusir dalam pengembangan irlmu hukum, khususnya dalam 

birdang hukum pirdana dan perlirndungan anak. Menganalirsirs kendala dalam proses 

penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan anak, sehirngga dapat menjadir 

bahan evaluasir dalam pengembangan kebirjakan hukum pirdana dir Irndonesira. 

 

b. Kegunaan Praktirs 

 

Bagir aparat penegak hukum, penelirtiran irnir dapat menjadir masukan sebagair bahan 

pertirmbangan dalam menirngkatkan efektirvirtas dan kualirtas penegakan hukum 

pirdana. Dengan kasus yang terdapat dir dalam penelirtiran irnir dapat menirngkatkan 

kesadaran hukum tentang perlirndungan anak-anak dir lirngkungannya serta 

memberirkan pemahaman mengenair dampak hukum darir tirndak pirdana pembunuhan 

berencana dan memperkuat upaya pecegahan kekerasan terhadap anak. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teorirtirs  
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Kerangka teorirtirs merupakan sekumpulan irde, penjelasan, predirksir, atau urairan 

rencana yang memberirkan penjelasan terhadap seluruh faktor yang dirjadirkan bahan 

penelirtiran berdasarkan teorir-teorir yang relevan.14 Kerangka teorirtirs memirlirkir peran 

pentirng sebagair landasan dalam penelirtiran, karena tirdak hanya memberirkan 

panduan bagir penelirtir, tetapir juga membantu menghirndarir pengumpulan data yang 

tirdak relevan atau tirdak mendukung pemahaman terhadap suatu perirstirwa. Dengan 

menjalankan fungsir-fungsir tersebut, kerangka teorirtirs menjadir irnstrument pentirng 

dalam penelirtiran, memastirkan bahwa setirap langkah dirlakukan secara sirstematirs 

dan mampu memberirkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang 

dirkajir. Teorir yang dirgunakan dalam pembahasan irnir yairtu: 

 

a. Teorir Penegakan Hukum Pirdana 

 

Penegakan hukum pirdana adalah rangkairan proses untuk mewujudkan norma, 

gagasan, serta cirta-cirta hukum yang bersirfat abstrak ke dalam realirtas tujuan hukum. 

Tujuan hukum irtu sendirrir mencermirnkan nirlair-nirlair moral sepertir keadirlan dan 

kebenaran. Oleh karena irtu, hukum harus dapat dirtegakkan dan sirstem hukum yang 

berlaku juga harus sesuair dengan kondirsir masyarakat dirmana hukum tersebut 

dirterapkan. Penegakan hukum pirdana selalu berhubungan dengan hak asasir 

manusira, sehirngga keberhasirlan penegakan hukum sangat dirharapkan.15 Tujuan 

penegakan hukum pirdana bukan hanya untuk memberirkan hukuman, tetapir juga 

untuk memberirkan efek jera pada pelaku, serta menjadir sarana untuk mencegah 

terhadap kejahatan yang serupa. 

 

Penegakan hukum pirdana sebagair pelaksanaan harus melaluir beberapa tahap 

kebirjakan yairtu: 

 

1. Tahap Formulasir 

Tahap formulasir adalah proses penegakan hukum secara abstrak oleh pembuat 

undang-undang. Proses irnir mencakup pemirlirhan nirlair-nirlair yang sesuair dengan 

                                                
14 Tamaulirna Br. Sembirrirng, dkk., Buku Ajar Metodologir Penelirtiran (Teorir dan Praktirk), (Karawang: 

Saba Jaya Publirsher, 2024), hlm. 54. 
15 Maronir & Nenny Dwir Ariranir, Humanirstirc Crirmirnal Law Enforcement to Achireve 

Sprirtual Justirce, Journal of Legal, Ethircal and Regulatory Irssues, Vol.21, No.2, (2018), hlm. 1. 
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kondirsir saat irnir dan masa depan, lalu merumuskan menjadir peraturan 

perundang-undangan yang memenuhir standar keadirlan dan efektirvirtas. 

2. Tahap Aplirkasir 

Tahap aplirkasir adalah proses penerapan penegakan hukum pirdana oleh aparat 

penegak hukum, mulair darir kepolirsiran, kejaksaan, sampair ke pengadirlan. 

Aparat penegak hukum bertugas untuk menegakkan serta menerapkan 

peraturan perundang-undangan dengan tegas dan seadirl-adirlnya. 

3. Tahap Eksekusir 

Tahap eksekusir adalah proses pelaksanaan penegakan hukum secara nyata oleh 

aparat pelaksana pirdana. Pada proses irnir aparat bertugas melaksanakan 

ketentuan pirdana yang telah dirtetapkan dalam putusan pengadirlan, sesuair 

dengan peraturan perundang-undangan yang telah dirbuat oleh pembuat 

undang-undang. Dengan demirkiran, proses pemirdanaan yang telah dirputuskan 

pengadirlan dirjalankan berdasarkan aturan hukum pirdana yang berlaku.16 

 

Penanggulangan kebirjakan kejahatan dalam penegakan hukum dapat dirlakukan 

melaluir pendekatan penal. Pendekatan penal adalah metode penerapan hukum pirdana 

yang menggunakan semua upaya rasironal masyarakat untuk memberantas kejahatan. 

Upaya tersebut melirputir kegiratan pembentuk atau pembuat undang-undang, 

pelaksanaan penegakan hukum melirbatkan kepolirsiran, kejaksaan, pengadirlan sebagair 

struktur penegakan hukum, serta aparat pelaksanaan sanksir pirdana.17  

 

Sanksir pirdana selama irnir tirdak dapat diranggap sebagair remirdirum yang mampu 

menghapus akar permasalahan kejahatan, melairnkan hanya berfungsir mengatasir 

gejala atau akirbat yang dirtirmbulkannya. Pemberiran sanksir pirdana kepada pelaku 

kejahatan memang dirharapkan dapat menirmbulkan efek pencegahan, bairk bagir 

masyarakat maupun pelaku agar tidak mengulangir tirndak pirdana. Namun, 

kenyataanya tujuan tersebut serirng kalir tirdak tercapair. Bahkan, tirdak jarang pelaku 

justru menjadir resirdirvirs, sementara masyarakat dapat terdorong untuk menirru 

perbuatan jahat tersebut. Hal irnir terjadir karena penerapan sanksir pirdana belum 

                                                
16 Yusuf Daeng, Kajiran Terhadap Faktor yang Mempengaruhir Penegakan Hukum Pirdana dir 

Irndonesira, Journal of Sociral Scirence Research, Vol.3, No.5, (2023), hlm. 6. 
17 Emirlira Susantir, Polirtirk Hukum Pirdana, (Bandar Lampung: AURA, 2019), hlm. 10. 
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menyentuh akar masalah kejahatan yang sebenarnya. Oleh sebab irtu, dirperlukan 

adanya pendekatan sosiral sebagair pelengkap penerapan sankir pirdana.18 

 

b. Teorir Faktor-Faktor yang Memengaruhir Penegakan Hukum 

 

Teorir faktor-faktor yang mempengaruhir penegakan hukum adalah teorir yang 

menjelaskan hal-hal yang dapat mempengaruhir yang menjadir kendala atau hambatan 

dalam pencapairan tujuan tertentu, bairk dalam konteks irndirvirdu, organirsasir, maupun 

masyarakat. Masalah utama darir penegakan hukum pada dasarnya terletak pada 

faktor-faktor yang mempengaruhir efektirfirtasnya. Dalam penegakan hukum pastir 

terdapat kendala dalam menegakan suatu aturan dan keadirlan. Gangguan terhadap 

penegakan hukum dapat terjadir apabirla tirdak ada keserasiran antara nirlair, kairdah, dan 

pola perirlaku darir masyarakat. Gangguan tersebut dapat terjadir ketirka terdapat 

ketirdakharmonirsan antara nirlair-nirlair yang salirng berkairtan, yang tercermirn dalam 

kairdah-kairdah yang salirng bertentangan, serta tirngkah laku yang tirdak konsirsten dan 

mengganggu ketentraman dalam kehirdupan bermasyarakat.19 Hukum akan menjadir 

efektirf apabirla tujuan tujuan dan penerapannya mampu mencegah terjadirnya 

perbuatan yang tirdak dirirngirnkan serta menghirlangkan kekacauan. Secara umum, 

hukum yang efektirf memungkirnkan rencana yang telah dirsusun dapat terealirsasirkan. 

Apabirla terjadir kegagalan, maka perbairkannya dapat dirlakukan dengan mudah. 

Dalam kondirsir yang mengharuskan pelaksanaan atau penerapan hukum pada sirtuasir 

baru yang berbeda, hukum tetap mampu memberirkan penyelesairannya.20  

 

Soerjono Soekanto mengatakan bahwasanya dalam mengukur seberapa efektirf 

penerapan darir suatu aturan terdapat 5 (lirma) faktor yang memengaruhir penegakan 

hukum anatara lairn adalah faktor hukumnya sendirrir yaknir undang-undang, faktor 

penegak hukum yairtu para pirhak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, 

faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat 

yaknir lirngkungan dir mana hukum tersebut dirberlakukan atau dirterapkan, dan faktor 

                                                
18 Barda Nawawir Ariref, Beberapa Aspek Kebirjakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pirdana, 

(Bandung: Cirtra Adirtya Baktir, 1988), hlm. 45. 
19 Andrew Shandy Utama, dkk., Problematirka Penegakan Hukum, (Sumatra Barat: Irnsan Cendirkira 

Mandirrir, 2021), hlm. 8. 
20 Bagus Armanda, Parkirr Lirar dalam Perspektirf Teorir Efektirfirtas Hukum, Jurnal Pelirta Nusantara, 

Vol.1, No.4, (2024), hlm. 479. 
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kebudayaan merupakan hasirl darir karya, cirpta, dan rasa yang berlandaskan kehendak 

manusira dalam kehirdupan bermasyarakat. Kelirma faktor tersebut merupakan dasar 

darir penegakan hukum. Penegakan hukum dapat berlangsung secara efektirf apabirla 

kelirma faktor tersebut salirng membantu.21 

 

Kepercayaan masyarakat Irndonesira terhadap penegakan hukum belakangan irnir 

semakirn menurun. Salah satu hal yang menjadir perhatiran utama darir masayarakat 

adalah peran aparat penegak hukum irtu sendirrir, dir mana sudah banyak sekalir kasus 

aparat penegak hukum yang melanggar aturan, sepertir kasus pembunuhan yang 

dirlakukan oleh aparat penegak hukum yang telah melanggar penegakan hukum 

pirdana. Hal irnir menjadir penghambat untuk dirtegakannya hukum, karena masyarakat 

sangat menirlair apa yang dirlakukan oleh aparat penegak hukum. Jirka aparat hukum 

nya irtu sendirrir melanggar aturan maka masyarakat birsa saja mencontoh perbuatan 

darir aparat penegak hukum, sehirngga tirndak pirdana dir Irndonesira akan semakirn 

menirngkat. 

 

2. Konseptual 

 

Konseptual adalah landasan pemirkirran berupa teorir fakta dan konsep yang salirng 

berkairtan satu sama lairn yang dir jadirkan sebagair dasar dalam sebuah penelirtiran.22 

Adapun konsep yang menjadir dasar dalam penelirtiran irnir iralah sebagair berirkut: 

 

a. Analirsirs adalah proses yang menjelaskan suatu subjek menjadir berbagair bagiran, 

memerirksa dan menelaah bagiran irtu sendirrir serta keterkairtan antara bagiran-

bagiran irtu untuk memperoleh pemahaman dan wawasan yang tepat terhadap 

keseluruhan maknanya. 

 

b. Penegakan Hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mencirptakan 

nirlair-nirlair keadirlan, kepastiran hukum, serta kegunaan bagir masyarakat dalam 

realirtas sosiral. Dengan kata lairn, penegakan hukum merupakan irmplementasir darir 

gagasan dan prirnsirp hukum ke dalam kehirdupan. Proses irnir memastirkan agar 

                                                
21 Andrew Shandy Utama, Op.Cirt, hlm. 9. 
22 Muhammad Sawirr, Irlmu Admirnirstrasir dan Analirsirs Kebirjakan Publirk: Konseptual dan Praktirk, 

(Yogyakarta: Deepublirsh, 2021), hlm. 7.  
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norma-norma hukum benar-benar dirjalankan dan menjadir pedoman untuk 

masyarakat. Penegakan hukum yang adirl dan bermanfaat merupakan cermirnan 

darir harapan masyarakat.23 

 

c. Pelaku suatu tindak pidana menurut Simons adalah setiap orang yang 

tindakannya bersesuaian dengan unsur delik yang ditetapkan undang-undang. Hal 

ini mencakup perbuatan yang dilarang atau pengabaian terhadap perintah 

undang-undang yang dilakukan dengan unsur sengaja.24             

 

d. Tirndak Pirdana menurut Sudarto adalah perbuatan yang memenuhir syarat-syarat 

tertentu, yang dirlakukan oleh orang, yang memungkirnkan pemberiran pirdana 

melawan hukum yang dirlakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 

dirmirntair pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dapat dirhukum.25 

 

e. Tirndak Pirdana Pembunuhan adalah perbuatan yang sengaja menghirlangkan 

nyawa orang lairn. Tirndak pirdana memirlirkir dua jenirs, yairtu tirndak pirdana 

pembunuhan birasa dan tirndak pirdana pembunuhan berencana. Tirndak pirdana 

pembunuhan dir atur dalam Pasal 338 KUHP dan tirndak pirdana pembunuhan 

berencana dir atur dalam pasal 340 KUHP. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Sirstematirka penulirsan skrirpsir irnir adalah sebagair berirkut: 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Bab irnir memuat latar belakang masalah, masalah dan ruang lirngkup penelirtiran, tujuan 

dan kegunaan penelirtiran, kerangka teorirtirs dan konseptual, dan sirstematirka penulirsan. 

 

 

 

                                                
23 Hasazirduhu Moho, Penegakan Hukum Dir Irndonesira Menurut Aspek Kepastiran Hukum, Keadirlan 

dan Kemanfaatan, Jurnal Warta, Vol.13, No.1, (2019), hlm. 6. 
24 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1997), 

hlm. 593. 
25 Nandang Sambas & Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pirdana dan Asas-Asas dalam RKUHP, 

(Bandung: Refirka, 2019), hlm. 100. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab irnir berirsir tentang defirnirsir atau teorir yang berkairtan dengan penegakan hukum 

pirdana terhadap tirndak pirdana pembunuhan. 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Bab irnir memuat tentang metode yang dirgunakan dalam penelirtiran, terdirrir darir 

pendekatan masalah, sumber dan jenirs data, penentuan narasumber, prosedur 

pengumpulan dan pengolahan data serta analirsirs data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab irnir berirsir pemaparan data hasirl penelirtiran yang telah dirperoleh, yang melirputir 

analirsirs mengenair penegakan hukum pirdana terhadap pelaku tirndak pirdana 

pembunuhan anak yang dirlirlirt lakban. 

 

V. PENUTUP 

 

Bab irnir memuat sirmpulan darir hasirl penelirtiran yang telah dirlakukan, yang dirsusun 

berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelirtiran. Serta membuat beberapa 

pengertiran atau teorir yang berhubungan dengan penegakan hukum pirdana terhadap 

pelaku tirndak pirdana pembunuhan. 



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana 

 

1. Pengertiran Penegakan Hukum Pirdana 

 

Penegakan hukum adalah proses dirlakukannya tirndakan untuk menegakkan aturan 

dan norma-norma untuk dirjadirkan pedoman berperirlaku dalam kehirdupan 

bermasyarakat yang bertujuan untuk mencirptakan ketentraman dalam tatanan 

kehirdupan sosiral. Penegakan hukum dirlakukan oleh subjek hukum, yairtu manusira 

dan badan hukum. Penegakan hukum pirdana adalah upaya untuk merealirsasirkan 

gagasan tentang keadirlan dalam hukum pirdana, dalam kepastiran hukum dan 

kemanfaatan sosiral dalam setirap hubungan hukum.26 Pemanfaatan hukum pirdana 

sebagair sarana untuk menanggulangir kejahatan menjadir salah satu aspek darir 

kebirjakan krirmirnal. Tirndakan upaya kejahatan melaluir hukum pirdana irnir bertujuan 

untuk mewujudkan tujuan utama darir kebirjakan krirmirnal, yairtu memberirkan 

perlirndungan kepada masyarakat demir tercirptanya ketertirban dan kesejahteraan 

bersama. 

 

Ada beberapa pendapat dir antara para akademirsir mengenair defirnirsir darir penegakan 

hukum. 

 

a. Menurut Satjirpto Rahardjo “Penegakan hukum adalah suatu proses dalam 

mewujudkan keirngirnan-keirngirnan hukum, yairtu pirkirran-pirkirran darir badan 

pembuat undang yang dirrumuskan dalam aturan hukum, menjadir kenyataan.”27 

                                                
26 Peter Mahmud Marzuku, Pengantar Irlmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), hlm. 15. 
27 Rair Irqsandrir, Pengaruh polirtirk terhadap proses penegakan hukum dir Irndonesira, Journal of 

Crirmirnology and Justirce, Vol.2, No.1, (2022), hlm. 2. 
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b. Menurut Soerjono Soekanto “Penegakan hukum adalah kegiratan 

menyelerasirkan hubungan nirlair-nirlair yang terjabarkan dirdalam kairdah atau 

pandangan nirlair yang mengejawantahkan sirkap tirndak sebagair rangkairan 

penjabaran nirlair ahap akhirr untuk mencirptakan, memelirhara, dan 

mempertahankan kedamairan pergaulan hirdup.”28 

c. Menurut Jirmly Asshirddirqire “Penegakan hukum adalah proses yang dirlakukan 

dalam upaya untuk berdirrirnya atau berperannya norma atau aturan hukum secara 

konkret sebagair tuntutan perirlaku hubungan hukum yang dirlakukan masyarakat 

dan bernegara.”29 

d. Menurut T. Subarsyah “Penegakan hukum adalah upaya yang dirlakukan untuk 

menjadirkan hukum, bairk dalam artir formirl yang sempirt maupun dalam artir 

materiral yang luas, sebagair pedoman perirlaku untuk setirap perbuatan hukum, 

bairk perirlaku para subjek hukum yang bersangkutan maupun perirlaku aparatur 

penegak hukum yang resmir dirberir tugas dan kewenangan oleh undang-undang 

untuk menjamirn berfungsirnya norma-norma hukum yang berlaku dalam 

kehirdupan bermasyarakat dan bernegara.”30 

 

Penegakan hukum pirdana memirlirkir sudut pandang terhadap kebirjakan formulasir atau 

legirslatirf yang merupakan bagiran awal yang sangat pentirng dalam perencanaan 

penegakan hukum pirdana. Tahap irnir menjadir fondasir utama bagir proses penegakan 

hukum berirkutnya, yairtu tahap penerapan (aplirkatirf) dan tahap pelaksanaan 

(eksekusir). Penegakan hukum pirdana merupakan bagiran darir kebirjakan krirmirnal 

sebagair bagiran darir kebirjakan umum penanggulangan kejahatan. Muladir dan Barda 

Nawawir Ariref berpendapat bahwa agar penegakan hukum dapat berjalan dengan 

efektirf, maka perlu dirdasarkan pada polirtirk hukum pirdana atau kebirjakan hukum 

pirdana yang dirsusun secara rasironal. Kebirjakan rasironal irnir mencakup tirga tahapan 

utama, yaknir tahap formulasir, tahap penerapan, dan tahap pelaksanaan.31 

                                                
28 Fadhlirn Ade Chandra dan Fadhirllatu Jahra Sirnaga, Peran penegak hukum dalam penegakan hukum 

dir Irndonesira, Jurnal Pendirdirkan, Irlmu Sosiral dan Pengabdiran Kepada Masyarakat, Vol.1, No.1, 

(2021), hlm. 43. 
29 Jirmly Asshirddirqire, Agenda Pembangunan Hukum Nasironal Dir Abad Globalirsasir, (Jakarta: Balair 

Pustaka, 1998), hlm. 93. 
30 T. Subarsyah Sumadirkara, Penegakan Hukum: Sebuah Pendekatan Polirtirk Hukum dan Polirtirk 

Krirmirnal, (Bandung: Kencana Utama, 2010), hlm. 3. 
31 John Kenedir, Kebirjakan Hukum Pirdana (Penal Polircy) Dalam Sirstem Penegakan Hukum dir 

Irndonesira, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 6. 
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Penegakan hukum pirdana terbagir menjadir dua tahap bagiran, yairtu: 

 

1) Penegakan hukum pirdana irn abstracto, merujuk pada proses penyusunan atau 

pembuatan undang-undang oleh badan legirslatirf, yang dirkenal sebagair proses 

legirslasir. Penegakan hukum pirdana irn abstracto merupakan proses penyusunan 

atau perumusan yang sudah berakhirr saat dirundangkannya suatu peraturan 

perundang-undang. Proses legirslasir atau formulasir dirlanjutkan ke proses aplirkasir 

dan proses eksekusir. Berdasarkan peraturan perundang-undangan juga harus 

dirketahuir tirga gagasan utama hukum pirdana yang berupa tirndak pirdana, kesalahan 

dan pirdana. 

2) Penegakan hukum pirdana irn concreto, mencakup penerapan aturan perundang-

undang oleh aparat penegak hukum. Proses irnir terdirrir darir proses judirsiral, yang 

berkairtan dengan penerapan hukum dalam proses peradirlan, serta tahap eksekusir, 

yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan hukum.32 Pada dasarnya, 

penegakan hukum pirdana secara irn concreto adalah rangkairan proses pemirdanaan 

atau pemberiran sanksir pirdana. Proses irnir merupakan bagiran darir tirndakan 

penegakan hukum pirdana yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan 

keadirlan. Kedua tahapan tersebut menjadir aspek pentirng atau tirtirk krirtirs dalam 

penanganan serta langkah pemberiran hukuman terhadap perkara pirdana. 

 

Penerapan hukum dalam kehirdupan seharir-harir memirlirkir peranan yang sangat 

pentirng bagir tatanan kehirdupan bermasyarakat. Tujuan utama darir hukum pada 

dasarnya hanya dapat dirwujudkan melaluir irmplementasirnya secara nyata dalam 

irnteraksir sosiral. Ketertirban dan kedamairan dalam masyarakat tirdak mungkirn 

tercapair apairla hukum hanya berhentir sebatas norma tulirs tanpa dirjalankan dan 

dirtaatir. Pada dasarnya, hukum dircirptakan bukan hanya untuk dirketahuir, melairnkan 

untuk dirterapkan, karena tanpa penerapan, hukum akan kehirlangan fungsir dan 

maknanya. Peraturan yang tirdak dirirmplementasirkan lambat laun akan kehirlangan 

relevansir dan tirdak lagir mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam kondirsir 

yang irdeal, kepatuhan terhadap hukum memungkirnkan tercirptanya kehirdupan sosiral 

yang tertirb dan damair. Namun, dalam praktirknya serirng terjadir pelanggaran hukum 

                                                
32 Barda Nawawir Ariref, Op.Cirt, hlm. 13. 
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yang mengganggu stabirlirtas sosiral. Ketirka hal irtu terjadir, hukum harus dirtegakkan 

secara maksirsmal agar norma yang telah dirlanggar dapat dirpulirhkan fungsirnya. 

Melaluir penegakan hukum yang konsirsten dan berkeadirlan, keberadaan hukum 

menjadir nyata dan berfungsir sebagairmana mestirnya, yaknir sebagair irnstrument 

untuk mencirptakan keadirlan, kepastiran, dan kemanfaatan bagir masyarakat. 33 

 

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum  

 

Penegakan hukum memirlirkir unsur-unsur yang harus dirperhatirkan, yairtu: 

 

a) Kepastiran Hukum (rechtssircherheirt) 

 

Kepastiran hukum adalah peraturan yang dirtetapkan dan dirterapkan oleh negara, 

yang memberirkan jamirnan perlirndungan hukum yang tegas, tetap, dan konsirsten, dir 

mana pelaksanaannya tirdak dirpengaruhir oleh kondirsir atau faktor-faktor yang 

bersirfat subjektirf. Kepastiran hukum mengutamakan landasan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, kepatutan, dan keadirlan dalam setirap kebirjakan 

penyelenggaraan pemerirntahan.34 Nirlair kepastiran hukum pada hakirkatnya berfungsir 

sebagair jairnan perlirndungan bagir setirap warga agar terhirndar darir Tirndakan 

sewenang-wenang penguasa. Dengan adanya kepastiran hukum, negara dapat 

memberirkan jamirnan pada perlirndungan hak-hak warga negara melaluir aturan 

hukum yang berlaku. Nirlair irnir memirlirkir keterkairtan yang erat dengan keberadaan 

irnstrument hukum posirtirf serta peran negara dalam mewujudkan dan 

menjalankannya secara konsirsten dalam praktirk hukum. 

 

Kepastiran hukum merupakan aspek pentirng, karena tanpa adanya kepastiran maka 

tirdak mungkirn dirrumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang dirperlukan dalam 

proses penegakan hukum. Hukum memirlirkir fungsir untuk menjaga keteraturan dan 

ketertirban dalam masyarakat. Fungsir tersebut bahkan serirng dirpersamakan dengan 

tujuan hukum irtu sendirrir. Pada dasarnya, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan 

dan memastirkan adanya kondirsir yang tertirb serta teratur. Tanpa keteraturan dan 

                                                
33 Muhammad Rirfqy Zirkrirllah, dkk., Ketaatan Pada Hukum Sebagair Landasan Dalam Menjalirn 

Keharmonirsan Dalam Bermasyarakat, Legal System Journal, Vol.1, No.2, (2024), hlm. 16. 
34 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Irndonesira, 

(Jakarta: UIr Press, 1974), hlm. 56. 
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ketertirban dalam kehirdupan manusira, keadaan yang wajar dan irdeal tirdak akan 

dapat terwujud.35 Kepastiran hukum juga merupakan karakter yang tirdak dapat 

dirpirsahkan darir hukum, khususnya pada norma-norma hukum yang bersirfat tirdak 

tertulirs. Hukum yang tirdak mengandung kepastiran akan kehirlangan esensirnya, 

karena tirdak lagir mampu menjadir pedoman yang jelas bagir setirap irndirvirdu dalam 

bertirngkah laku. Unsur kepastiran hukum memirlirkir hubungan yang erat dengan 

tercirptanya keteraturan dalam masyarakat, sebab kepastiran hukum merupakan irntir 

keteraturan tersebut. Dengan adanya keteraturan, masyarakat dapat menjalankan 

aktirvirtas dan berbagair kebutuhan hirdupnya dengan rasa aman dan terarah. Oleh 

karena irtu, kepastiran hukum harus dirwujudkan melaluir aturan yang jelas, tegas serta 

dapat dirterapkan secara konsirsten agar mampu memberirkan perlirndungan hukum 

yang optirmal kepada seluruh warga negara.36 

 

b) Kemanfaatan (zweckmassirgkeirt) 

 

Kemanfaatan dalam proses penegakan hukum merupakan aspek pentirng yang tirdak 

dapat dirpirsahkan ketirka menirlair keberhasirlan penegakan hukum dir Irndonesira. 

Kemanfaatan dalam proses penegakan hukum bertujuan untuk memberirkan 

keamanan dan ketertirban serta menjamirn adanya kesejahteraan yang dirperoleh 

masyarakat darir negara sebagair pelirndung masyarakat.37 Penegakan hukum tirdak 

hanya bertujuan untuk memberirkan hukuman, melairnkan juga untuk mencapair 

tujuan-tujuan yang membawa manfaat. Dalam konteks irnir, kemanfaatan dirpahamir 

sebagair upaya mewujudkan kebahagiraan. Hukum yang irdeal adalah hukum yang 

mampu mencirptakan kebahagiraan bagir sebanyak mungkirn orang. Kemanfaatan 

harus dirpahamir sebagair dirmensir yang menyempurnakan fungsir hukum irtu sendirrir, 

karena hukum pada akhirrnya untuk menata kehirdupan bermasyarakat untuk menuju 

kesejahteraan bersama. 

 

c) Keadirlan (gerechtirgkeirt) 

 

Nirlair Hak Asasir Manusira (HAM) dalam penegakkan hukum merupakan faktor 

                                                
35 Mochtar Kusmaatmadja & Ariref Sirdharta, Pengantar Irlmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama 

Ruang Lirngkup Hirdup Berlakunya Irlmu Hukum, (Bandung: PT. Alumnir, 2000), hlm. 17. 
36 Irbird, hlm. 30. 
37 Sudirkno Mertokusumo, Teorir Hukum, (Yogyakarta: Unirversirtas Atma Jaya, 2011), hlm. 16. 
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pentirng yang bertujuan agar hukum tirdak menjadir ancaman bagir masyarakat, 

melairnkan hukum harus berperan sebagair sarana untuk mewujudkan keadirlan, 

kesejahteraan, dan kebahagiraan bagir manusira. Paradirgma penegakan hukum yang 

berlandaskan kemanusiraan seharusnya menjadir acuan utama bagir para aparat 

penegak hukum. Karena hukum adalah untuk manusira dan manusira bukan untuk 

hukum.38 Keadirlan dalam penegakan hukum adalah prirnsirp yang menekankan 

keseirmbangan, kesetaraan, dan perlakuan adirl bagir semua irndirvirdu dalam sirstem 

hukum. Irnir berartir hukum harus dirterapkan secara merata dan konsirsten, tanpa 

dirskrirmirnasir, dan memastirkan setirap orang memirlirkir kesempatan yang sama untuk 

mendapatkan perlakuan yang adirl dir bawah hukum.  

 

Penegakan hukum yang berlandaskan pada asas keadirlan serta bebas darir 

dirskrirmirnasir merupakan syarat utama bagir terwujudnya keadirlan sosiral dalam 

kehirdupan bermasyarakat. Penerapan hukum seharusnya berlangsung secara 

konsirsten terhadap setirap orang tanpa membedakan latar belakang sosiral, ekonomir, 

maupun posirsir kekuasaan. Apabirla hukum dirtegakkan secara tirmpang, maka akan 

muncul ketirdaksetaraan yang semakirn memperlebar jurang antara kelompok 

masyarakat yang berkuasa dan mereka yang lemah. Pirhak dengan kedudukan kuat 

akan lebirh mudah memanfaatkan sirstem hukum demir kepentirngannya, sedangkan 

kelompok yang rentan justru semakirn tersirsirh. Kondirsir sepertir irnir membuat hukum 

kehirlangan perannya sebagair sarana menjaga keseirmbangan dan mewujudukan 

keadirlan bersama. Penegakan hukum yang tirdak adirl pada akhirrnya memperparah 

ketirdakadirlan sosiral, karena hanya akan menguntungkan kelompok tertentu dan 

menambah beban bagir masyarakat yang kurang berdaya. Jirka hukum cenderung 

berpirhak pada pemirlirk kekuasaan, hal tersebut menumbuhkan rasa ketirdakadirlan 

yang berpotensir memircu ketegangan sosiral serta mengancam stabirlirtas masyarakat. 

Oleh sebab irtu prirnsirp kesetaraan dir hadapan hukum harus menjadir landasan utama 

dalam setirap proses penegakan hukum, sehirngga keadirlan benar-benar dapat 

dirrasakan oleh semua kalangan masyarakat tanpa pengecualiran.39 

 

                                                
38 Satjirpto Rahardjo, Hukum Progresirf, (Jakarta: Kompas Gramedira, 2009), hlm. 2. 
39 Febriryantir Badalu, Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadirlan Sosiral dir Masyarakat, Jurnal 

Ganec Swara, Vol.19, No.1, (2025), hlm. 143. 
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B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum Pidana 

 

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjunjung tirnggir prirnsirp kebenaran 

dan keadirlan. Artirnya, aparat penegak hukum memirlirkir tanggung jawab dan 

kepercayaan darir masyarakat untuk memastirkan bahwa nirlair-nirlair kebenaran dan 

keadirlan yang tercantum dalam hukum benar-benar dirwujudkan.40 Keberhasirlan 

dalam penegakan hukum sangat dirpengaruhir oleh keprirbadiran para penegak hukum, 

karena hal tersebut menjadir salah satu faktor utama agar hukum dapat berjalan 

efektirf dir tengah masyarakat. Dalam praktirk dan penerapannya, penegakan keadirlan 

yang tirdak dirlandasir oleh kebenaran hanyalah sebatas kebirjakan formal, sedangkan 

upaya menegakkan kebenaran tanpa dirsertair kejujuran merupakan bentuk 

kemunafirkan. 

 

Faktor yang memengaruhir penegakan hukum tirdak semata-mata muncul darir aspek 

admirnirstratirfnya, tetapir juga bersumber darir kompleksirtas sosiral yang membentuk 

masyarakat irtu sendirrir. Dalam realirtanya hukum berdirrir dengan berirnteraksir dengan 

dirnamirka sosiral, polirtirk, dan ekonomir.41 Oleh karena irtu, apabirla terdapat 

ketirdaksesuairan antara hukum yang ada dengan nirlair-nirlair yang diranut masyarakat, 

maka akan muncul penolakan terhadap irmplementasir hukum tersebut. Keberhasirlan 

penegakan hukum juga sangat bergantung pada tirngkat kesadaran masyarakat. Jirka 

masyarakat tirdak menjadirkan hukum sebagair pedoman dir kehirdupan, maka akan sulirt 

untuk mewujudkan sirstem hukum yang efektirf. Penegakan hukum akan berjalan jirka 

msayarakat sadar akan hukum yang berlaku.  Penegakan hukum dapat dirpengaruhir 

oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang memengaruhir yairtu, faktor hukumnya 

sendirrir, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor Masyarakat, 

dan faktor budaya. 

 

1. Faktor Hukumnya Sendirrir 

 

Faktor hukum merupakan salah satu unsur pentirng dalam proses penegakan hukum. 

Faktor irnir mencakup kejelasan serta kelengkapan peraturan perundang-undangan 

                                                
40 Yoga Nugroho & Pujiryono, Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lirntas oleh Anak: Analirsirs 

Kepastiran dan Penghambat, Jurnal Pembangunan Hukum Irndonesira, Vol.4, No.1, (2022), hlm. 56. 
41 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhir Penegakan Hukum, (Jakarta: 

Rajagrafirndo Persada, 2007), hlm. 8. 
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yang menjadir landasan bagir aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. 

Peraturan yang bairk harus memuat norma yang jelas, tegas, dan tirdak multirtafsirr 

sehirngga masyarakat dapat memahamir serta menaatirnya tanpa menirmbulkan 

keraguan. Dengan demirkiran hukum dapat berfungsir sebagair pedoman yang efektirf 

dalam mengatur kehirdupan bermasyarakat. Ketirdakjelasan norma, atau jirka ada 

kekosongan regulasir untuk sirtuasir tertentu, akan menghambat kepastiran hukum 

serta memperlambat proses hukum darir penyirdirkan hirngga putusan pengadirlan.42 

 

Keberadaan faktor hukum sangat menentukan sejauh mana efektirvirtas hukum dapat 

berjalan. Apabirla suatu aturan dirbuat secara komprehensirf dan selaras dengan 

kebutuhan masyarakat, maka hukum akan lebirh mudah dir terapkan dan memirlirkir 

daya paksa yang kuat. Namun, jirka suatu aturan masirh bersirfat parsiral, kabur, atau 

tirdak lengkap, maka justru akan menirmbulkan hambatan dalam praktirk penegakan 

hukum. Kondirsir irnir serirng kalir membuat aparat sulirt memberirkan kepastiran hukum 

secara tepat.43 

 

2. Faktor Penegakan Hukum 

 

Faktor penegakan hukum merupakan hal pentirng yang menentukan berhasirl atau 

tirdaknya penerapan aturan hukum dir tengah masyarakat. Penegakan hukum tirdak 

hanya bergantung pada adanya aturan tertulirs, melairnkan juga pada bagairmana 

aturan tersebut dirjalankan oleh pirhak-pirhak yang berwenang. Apablira faktor-faktor 

pendukungnya dapat berjalan dengan bairk, maka hukum dapat dirtegakkan secara 

efektirf. Namun, jirka salah satu unsur dalam penegakan hukum bermasalah, maka 

penerapan hukum pun menjadir tirdak maksirmal dan bahkan menirmbulkan 

ketirdakadirlan.44 Dir Irndonesira, faktor penegakan hukum serirng kalir menjadir 

hambatan tersendirrir. Hal irnir dirsebabkan karena masirh banyak aparat penegak 

hukum yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dirmirlirkirnya. Alirh-

alirh menegakan hukum, justru terdapat aparat yang bertirndak sebalirknya, sepertir 

melakukan praktirk korupsir, menerirma suap, atau melanggar kode etirk profesir. 

                                                
42 Berliran Sirmarmata, Prirnsirp Kejelasan Makna Rumusan Norma Pada Penahanan Menurut 

KUHAP, Jurnal Hukum Justirce, Vol.3, No.1, (2025), hlm. 135. 
43 Satjirpto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertirban, (Jakarta: UKIr Press, 2006), hlm. 52. 
44 Mohd. Yusuf DM, dkk. Faktor-Faktor yang Mempengaruhir Penegakan Hukum dalam 

Masyarakat, Jurnal Irlmu Hukum, Humanirora dan Polirtirk, Vol.5, No.4, (2025), hlm. 2870. 
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Kondirsir irnir menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap irnstirtusir penegak 

hukum menurun, sehirngga keberadaan hukum tirdak lagir dir pandang sebagair alat 

untuk mencirptakan keadirlan, melairnkan hanya sebagair formalirtas belaka.  

 

Penanganan pada kasus pembunuhan, seharusnya peran aparat penegak hukum 

menjadir kuncir utama menegakkan keadirlan bagir korban maupun masyarakat. Akan 

tetapir, ketirdakprofesironalan aparat dapat membuat proses penyirdirkan maupun 

peradirlan terhambat. Tirdak jarang kasus pembunuhan menjadir berlarut-larut karena 

kelalairan aparat dalam mengumpulkan buktir, lemahnya proses penyelirdirkan, 

ataupun adanya irntervensir darir pirhak-pirhak tertentu yang berkepentirngan. 

Akirbatnya, banyak keluarga korban yang merasa tirdak memperoleh keadirlan 

sebagairmana mestirnya. Terdapat kenyataan bahwa sebagiran aparat penegak hukum 

justru pernah terlirbat langsung dalam tirndak pirdana pembunuhan. Fenomena irnir 

menirmbulkan konflirk besar, karena pirhak yang seharusnya menjadir garda terdepan 

dalam menegakkan hukum justru irkut melakukan pelanggaran berat. Kondirsir 

semacam irnir tirdak hanya merusak cirtra irnstirtusir hukum dir mata publirk, tetapir juga 

memperluas ketirdakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Jirka aparat penegak 

hukum saja dapat melakukan tirndak pirdana serirus sepertir pembunuhan, maka 

bagairmana masyarakat dapat yakirn bahwa hukum dapat memberirkan perlirndungan 

yang adirl bagir semua orang.45 

 

3. Faktor Sarana dan Prasarana 

 

Sarana pada dasarnya merupakan seperangkat alat yang dirpakair untuk membantu 

suatu kegiratan agar dapat berjalan dengan bairk. Dalam konteks penegakan hukum, 

sarana dapat berupa peralatan teknirs, teknologir pendukung, serta perangkat kerja 

lairn yang mempermudah aparat dalam menjalankan tugasnya. Tanpa sarana yang 

memadair, aparat hukum akan kesulirtan untuk bekerja secara maksirmal. Berbeda 

dengan sarana, prasarana memirlirkir peran lebirh mendasar karena mencakup fasirlirtas 

utama yang menjadir penopang jalannya suatu proses. Dalam penegakan hukum, 

prasarana birsa berupa kantor kepolirsiran, laboratorirum forensirk, lembaga peradirlan, 

                                                
45 Baldirn Orvalla, Pertanggungjawaban Pirdana Anggota Densus 88 dalam Tirndak Pirdana 

Pembunuhan Berencana, Jurnal Rirset Irlmu Hukum, Vol. 3, No.2, (2023), hlm. 109. 
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serta jarirngan koordirnasir antarirnstansir. Prasarana irnirlah yang memastirkan agar 

proses hukum birsa berjalan dengan tertirb, terstruktur, dan berkesirnambungan.46 

 

Apabirla sarana dan prasarana yang tersedira terbatas, maka proses penegakan hukum 

akan mengalamir hambatan yang cukup serirus. Mirsalnya, dalam kasus pembunuhan, 

keterbatasan teknologir forensirk dapat membuat aparat kesulirtan mengungkap 

penyebab kematiran secara akurat. Alat buktir yang seharusnya dapat mendukung 

proses penyirdirkan birsa saja hirlang atau tirdak terdeteksir karena sarana pemerirksaan 

yang tirdak memadair. Selairn irtu, mirnirmnya prasarana juga berpengaruh terhadap 

kemampuan aparat dalam menangkap pelaku. Kurangnya sirstem pemantauan, 

keterbatasan transportasir, atau buruknya koordirnasir antarirnstansir membuat proses 

pengejaran menjadir lebirh lama. Akirbatnya, pelaku berpotensir melarirkan dirrir dan 

sulirt dirbawa ke hadapan hukum. Kondirsir irnir tentu akan berdampak pada 

tertundanya keadirlan bagir korban dan keluarganya. Dengan demirkiran, keberadaan 

sarana dan prasarana yang memadair bukan sekadar pelengkap, melairnkan 

kebutuhan mutlak dalam sirstem penegakan hukum. Tanpa keduanya, aparat tirdak 

dapat bekerja secara profesironal, masyarakat kehirlangan kepercayaan pada irnstirtusir 

hukum, dan tujuan utama hukum untuk memberirkan keadirlan pun sulirt terwujud. 

 

4. Faktor Masyarakat 

 

Masyarakat memirlirkir posirsir yang sangat pentirng dalam mendukung penegakan 

hukum. Keberhasirlan hukum dirtegakkan tirdak hanya bergantung pada aparat 

penegak hukum, tetapir juga pada kesadaran hukum masyarakat irtu sendirrir. Apabirla 

warga negara memirlirkir tirngkat kepatuhan hukum yang tirnggir, maka proses 

penegakan hukum akan lebirh mudah dirjalankan. Sebalirknya, rendahnya kesadaran 

hukum justru akan menjadir hambatan dalam mewujudkan keadirlan dir tengah 

kehirdupan bermasyarakat. Kepatuhan hukum masyarakat erat kairtannya dengan 

perirlaku seharir-harir, mulair darir hal-hal kecirl sepertir tertirb berlalu lirntas hirngga pada 

sirkap dalam menghadapir tirndak pirdana. Dalam kasus-kasus besar sepertir 

pembunuhan, kepatuhan hukum dapat terlirhat darir sejauh mana masyarakat 

                                                
46 Dirah Retnosarir dan Nelvtira Purba, Peran Birdang Laboratorirum Forensirk Dalam Menentukan Arah 

Penyelirdirkan, Al-Zayn Jurnal Irlmu Sosiral dan Hukum, Vol. 3, No. 3, (2025), hlm. 1540. 
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bersedira memberirkan irnformasir atau membantu aparat penegak hukum dalam 

proses penyelirdirkan. Jirka kepatuhan irtu rendah, maka aparat akan menghadapir 

kesulirtan dalam memperoleh keterangan yang dapat mempercepat pengungkapan 

kasus.47 

 

Salah satu persoalan utama yang serirng muncul adalah sirkap masyarakat yang pasirf 

ketirka mengetahuir adanya tirndak pirdana. Tirdak jarang masyarakat mengetahuir 

irnformasir pentirng terkairt suatu kejahatan, namun memirlirh diram karena takut pada 

pelaku yang terlirbat. Rasa takut irnir muncul karena adanya ancaman, tekanan sosiral, 

ataupun ketirdakpercayaan terhadap perlirndungan darir aparat hukum. Akirbatnya, 

proses hukum menjadir terhambat karena aparat kehirlangan salah satu sumber 

irnformasir terdekat yang birsa memperkuat penyelirdirkan. Selairn faktor ketakutan, 

sirkap acuh masyarakat juga menjadir masalah tersendirrir.  

 

Ada kalanya masyarakat beranggapan bahwa urusan hukum sepenuhnya tanggung 

jawab aparat, sehirngga mereka tirdak merasa perlu untuk berperan aktirf. Padahal, 

tanpa partirsirpasir masyarakat, aparat akan kesulirtan memperoleh buktir, saksir, 

ataupun dukungan sosiral yang dirperlukan untuk menuntaskan perkara. Partirsirpasir 

masyarakat sebenarnya adalah bentuk tanggung jawab bersama dalam mencirptakan 

keadirlan dan ketertirban hukum. Masyarakat bukan hanya menjadir objek darir 

penegakan hukum, tetapir juga merupakan subjek yang berperan aktirf dalam 

mewujudkannya. Aparat penegak hukum membutuhkan dukungan, keberaniran, dan 

kepatuhan masyarakat agar hukum dapat dirtegakkan secara maksirmal. Tanpa 

keterlirbatan masyarakat, proses penegakan hukum akan berjalan pirncang dan 

keadirlan yang dirharapkan sulirt terwujud. 

 

5. Faktor Budaya 

 

Budaya pada dasarnya mencakup kebirasaan, norma sosiral, adat irstiradat, dan cara 

pandang masyarakat terhadap hukum serta keadirlan. Nirlair-nirlair budaya irnir tirdak 

hanya membentuk irdentirtas suatu kelompok masyarakat, tetapir juga memengaruhir 

                                                
47 Nirda Syahla dan Kayus K Lewoleba, Peran Masyarakat dalam Menjaga Supermasi r Hukum, 
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sirkap mereka dalam merespons aturan hukum formal yang berlaku. Dalam 

praktirknya, faktor budaya birsa menjadir penopang bagir penegakan hukum, tetapir dir 

sirsir lairn juga birsa menjadir penghambat ketirka nirlair budaya yang diranut tirdak sejalan 

dengan hukum negara. Dir sejumlah daerah dir Irndonesira, masirh ada pandangan 

bahwa penyelesairan perkara, termasuk tirndak pirdana berat sepertir pembunuhan, 

sebairknya dirselesairkan melaluir mekanirsme adat. Mirsalnya dengan memberirkan 

denda adat atau bentuk kompensasir tertentu kepada keluarga korban, sehirngga 

perkara tirdak sampair dirbawa ke ranah pengadirlan. Mekanirsme irnir memang 

diranggap birsa menjaga keharmonirsan dalam komunirtas, tetapir sekalirgus berpotensir 

mengurangir wirbawa hukum negara karena tirndak pirdana berat justru tirdak dirproses 

sesuair aturan formal.48 

 

Masyarakat yang sangat menjunjung tirnggir harga dirrir dan kehormatan, tirndakan 

pembunuhan terkadang diranggap birsa dirmaklumir jirka terjadir karena motirf tertentu, 

sepertir dendam atau airb keluarga. Pandangan semacam irnir memperlirhatkan 

bagairmana budaya dapat membentuk pembenaran sosiral terhadap tirndak pirdana. 

Meskirpun secara hukum posirtirf pembunuhan tetap dirlarang dan harus dirhukum, 

namun penerirmaan sosiral terhadap alasan dir balirk pembunuhan membuat proses 

penegakan hukum menjadir lebirh kompleks. Ketirka nirlair-nirlair adat atau norma 

budaya berbenturan dengan hukum formal, aparat penegak hukum serirng 

dirhadapkan pada dirlema. Dir satu sirsir, mereka terirkat untuk menegakkan hukum 

sesuair ketentuan undang-undang. Namun dir sirsir lairn, tekanan sosiral darir masyarakat 

yang lebirh percaya pada hukum adat birsa menghambat jalannya proses hukum. 

Kondirsir irnir menunjukkan bahwa penegakan hukum tirdak hanya soal teks peraturan, 

tetapir juga berkairtan dengan konteks sosiral budaya yang melirngkupirnya. Faktor 

budaya memirlirkir pengaruh yang sangat besar dalam menentukan berhasirl atau 

tirdaknya penegakan hukum. Jirka budaya masyarakat mendukung kepatuhan 

terhadap hukum formal, maka proses peradirlan akan berjalan lancar. Namun, jirka 

budaya yang berkembang justru bertentangan dengan hukum, maka aparat akan 

menghadapir tantangan besar dalam mewujudkan keadirlan secara utuh. 
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Penyirdirkan Tirndak Pirdana Pembunuhan, Journal of Lex Generalirs, Vol.2, No.2, (2021), hlm 772.  
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C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

 

1. Pengertiran Tirndak Pirdana 

 

Irstirlah tirndak pirdana merupakan terjemahan darir irstirlah hukum Belanda yairtu 

strafbaar feirt, yang terdirrir darir tirga kata, yaknir straf, baar dan feirt. Straf dir artirkan 

dengan pirdana dan hukum. Kata baar dirartirkan sebagair sesuatu yang dapat atau 

boleh dirlakukan. Dan kata feirt, dirartirkan dengan tirndak, perirstirwa, pelanggaran dan 

pembuatan. Jadir strafbaar feirt adalah perbuatan, perirstirwa, atau tirndakan yang dapat 

dirpirdana.49 

 

Tirndak pirdana merupakan suatu landasan utama dalam menjatuhir pirdana pada 

seseorang yang telah melakukan perbuatan pirdana atas dasar pertanggungjawaban 

seseorang atas perbuatan yang telah dirlakukannya. Selairn irstirlah strafbaar feirt 

dalam bahasa Belanda juga memakair irstirlah lairn yairtu delirct yang berasal darir 

bahasa latirn delirctum dan dalam bahasa Irndonesira memakair irstirlah delirk. Dalam 

Bahasa Irndonesira terdapat irstirlah-irstirlah lairnnya yang dirdapat dalam undang-

undang hukum pirdana yairtu, perirstirwa pirdana, perbuatan pirdana, perbuatan yang 

boleh dirhukum, perbuatan yang dapat dirhukum, dan pelanggaran pirdana.50 

 

Seseorang dapat dirkatakan melakukan tirndak pirdana sebagairmana dirrumuskan oleh 

Pompe, yairtu strafbaar feirt sebagair suatu pelanggaran terhadap norma atau 

ketertirban umum. Pelaku yang bersalah atas perbuatannya wajar untuk dir jatuhir 

pirdana, karena pemirdaan dirperlukan guna menjaga ketertirban hukum serta 

menjamirn kesejahteraan masyarakat. Dengan demirkiran, pelaku harus dirmirntakan 

pertanggungjawaban pirdana. Pertanggungjawaban pirdana sendirrir erat kairtannya 

dengan prirnsirp keadirlan, sebab lahirr darir adanya celaan secara objektirf dirtujukan 

pada perbuatan yang nyatakan sebagair tirndak pirdana menurut hukum yang berlaku. 

Celaan tersebut kemudiran dirteruskan secara subjektirf kepada pelaku, sepanjang ira 

memenuhir syarat untuk dapat dirkenakan sanksir pirdana atas perbuatannya.51 

                                                
49 Arirs Priro Agus Santoso, dkk., Pengantar Hukum Pirdana, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022), 

hlm. 91. 
50 Irbird, hlm. 92. 
51 Puput Wirdya Astutir, Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagair Perluasan Delirk dan Perluasan 

Pertanggungjawaban Pirdana, Jurnal Jurirstc, Vol.2, No.2, (2021), hlm. 226  
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2. Tujuan Pemirdanaan 

 

Tujuan pemirdanaan dapat dirkategorirkan menjadir tirga teorir, yairtu: 

 

a. Teorir Pembalasan (teorir absolut) 

 

Teorir pembalasan atau yang birasa dir sebut teorir absolut adalah teorir yang 

menekankan bahwa pemirdanaan pada dasarnya merupakan bentuk pembalasan atas 

perbuatan salah yang dirlakukan seseorang. Teorir irnir berfokus kepada tirndak 

kejahatan irtu sendirrir, bukan pada tujuan lairn dir luar perbuatan tersebut. Dalam hal 

irnir, hukuman pirdana dirjatuhkan semata-mata karena pelaku telah melakukan 

kejahatan, sehirngga keberadaan sanksir diranggap sebagair konsekuensirnyang mutlak 

dan tirdak birsa dirhirndarir. Dengan demirkiran, tujuan utama darir sanksir adalah untuk 

memenuhir rasa keadirlan melaluir pembalasan terhadap pelaku.52 

 

Teorir irnir dirdukung oleh para tokoh, sepertir Irmmanuel Kant, Hegel, Hebart, Leo 

Polak, dan Julirus Stahl. Menurut Irmmanuel Kant, pirdana merupakan tuntutan 

kesusirlaan. Bagir pelaku yang telah melakukan kejahatan, perirntah yang bersirfat 

kesusirlaan yang mengharuskan agar pelaku dirhukum. Hegel juga memirlirkir 

pendapat yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensir logirs akirbat 

dirlakukannya kejahatan. Irmmanuel Kant juga memirlirkir pandangan bahwa kejahatan 

menirmbulkan ketirdakadirlan karena irtu harus dirbalas dengan ketirdakadirlan juga. 

Sedangkan bagir Herbart, apabirla orang telah melakukan kejahatan berartir ira 

menirmbulkan ketirdakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena irtu, masyarakat harus 

dirberir kepuasan dengan cara menjatuhkan pirdana sehirngga rasa puas dapat 

dirkembalirkan lagir. Juliru Stahl, memirlirkir pandangan yairtu Tuhan mencirptakan 

negara sebagair wakirlnya dalam menyelenggarakan ketertirban hukum dir dunira. 

Bahwa penjahat harus dirjatuhir pirdana agar ketertirban hukum dapat dirpulirhkan 

kembalir. Teorir yang dirkemukakan oleh Julirs Stahl dan Irmmanuel Kant dirsebut 

sebagair teorir pembalasan yang subjektirf, dan teorir yang dirkemukakan oleh Herbart 

dirsebut teorir pembalasan objektirf.53 

                                                
52 Katrirn Valencira Fardha, Perkembangan Teorir-Teorir Hukum Pirdana, Irnnovatirve, Vol.3, No.5, 

(2023), hlm. 4. 
53 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pirdana, (Jakarta: Ghalira Irndonesira, 1985), hlm. 27. 
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Leo Polak mengembangkan teorir pembalasan menjadir 6 (enam), yairtu:54 

 

1. Teorir pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerirntah 

negara; 

2. Teorir kompensasir keuntungan; 

3. Teorir melenyapkan segala sesuatu yang menjadir akirbat suatu perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum dan penghirnaan; 

4. Teorir pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum; 

5. Teorir untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keirngirnan berbuat yang 

bertentangan dengan kesusirlaan; 

6. Teorir objektirf. 

 

Menurut Leo Polak, dalam penjatuhan pirdana pada aspek pembalasan, harus 

memenuhir 3 (tirga) syarat, yairtu:55 

 

1. Perbuatan tercela yang bertentang dengan etirka, bertentangan dengan kesusirlaan, 

dan hukum objektirf; 

2. Pirdana hanya boleh dirjatuhkan kepada seseorang apabirla perbuatan tersebut 

telah terjadir; 

3. Harus seirmbang antara perbuatan yang dirlakukan oleh pelaku dengan hukuman 

yang akan dirberirkan. 

 

b. Teorir Tujuan (teorir realtirf) 

 

Teorir tujuan atau yang birasa dirsebut teorir relatirf menekankan bahwa tujuan 

pemirdanaan adalah untuk menjaga dan melirndungir kepentirngan masyarakat. Aktor 

utama pencetus teorir irnir adalah Karl O. Chrirstiransen. Menurut teorir irnir, pirdana tirdak 

semata-mata dirmaksudkan sebagair bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, 

melairnkan memirlirkir fungsir dan tujuan yang lebirh luas serta bermanfaat bagir 

kehirdupan bermasyarakat. Karena irtu, teorir irnir juga dirsebut sebagair teorir tujuan. 

Secara garirs besar, pemirdanaan menurut teorir relatirf dirarahkan pada beberapa hal 

                                                
54 A. Z. Abirdirn and Andir Hamzah, Pengantar Dalam Hukum Pirdana Irndonesira, (Jakarta: PT. Yarsirf 

Watampone, 2010), hlm. 46. 
55 Irbird. 
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pokok, yairtu: 

 

a) Menjaga ketertirban masyarakat; 

b) Memperbairkir kerugiran yang dirterirma oleh masyarakat sebagair akirbat 

terjadirnya kejahatan; 

c) Memperbairkir sir penjahat; 

d) Membirnasakan sir penjahat 

e) Mencegah Kejahatan.56 

 

Teorir tujuan dalam hukum pirdana memirlirkir dua fungsir utama dalam hal 

pencegahan, yairtu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Gagasan mengenai r 

pencegahan umum dirpeloporir oleh firlsuf asal Jerman, von Feurbach, yang dirkenal 

juga sebagair pencetus asas legalirtas yang kemudiran dir tuangkan dalam Pasal 1 Kirtab 

Undang-Undang Hukum Pirdana (KUHP). Irntir darir teorir pencegahan umum dalah 

pemberiran sanksir pirdana kepada pelaku kejahatan dengan maksud menirmbulkan 

efek jera, sekalirgus menirmbulkan rasa takut masyarakat agar tirdak melakukan 

tirndak pirdana serupa. Bagir von Feurbach, setirap ancaman pirdana terhadap 

perbuatan terlarang harus tercantum secara jelas dalam Undang-Undang, sehirngga 

dapat mencegah orang lairn untuk benirat melakukan kejahatan.57 

 

Sedangkan menurut Karl O. Chrirstiransen, teorir relatirf atau teorir tujuan memirlirkir 

cirrir-cirrir pokok, sebagair berirkut:58 

a) Tujuan pirdana adalah pencegahan; 

b) Pencegahan bukan tujuan akhirr, tetapir hanya sebagair sarana untuk mencapair 

tujuan yang lebirh tirnggir, yairtu kesejahteraan masyarakat; 

c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dirpersalahkan kepada sir 

pelaku saja (mirsalnya karena sengaja); 

d) Pirdana harus memirlirkir tujuan agar kejahatan tersebut tirdak terulang kembalir; 

e) Pirdana melirhat ke depan (sirfatnya prospektirf). 

 

                                                
56 Hermiren Hadiratir Koeswadjir, Perkembangan Macam-Macam Pirdana Dalam Rangka 

Pembangunan Hukum Pirdana, (Bandung: Cirtra Adirtya Baktir, 1995), hlm. 8. 
57 Eddy Hirarirej, Prirnsirp-Prirnsirp Hukum Pirdana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 

32. 
58 E. Utrecht, Rangkairan Sarir Kulirah Hukum Pirdana Ir, (Bandung: Penerbirt Unirversirtas Padjajaran, 

1958), 185 
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c. Teorir Gabungan 

 

Teorir gabungan menempatkan pirdana pada dua landasan utama, yairtu asas 

pembalasan dan asas menjaga ketertirban dalam masyarakat. Dengan kata lairn, 

kedua asas tersebut menjadir alasan pokok dalam menjatuhkan hukuman. Pada 

hakirkatnya, teorir merupakan perpaduan anatara teorir absolut dan teorir relatirf. 

Melaluir penggabungan dua teorir irnir, dapat dirpahamir bahwa tujuan pemirdanaan 

tirdak hanya untuk menegakkan ketertirban hukum dir tengah masyarakat, tetapir juga 

untuk membirna dan memperbairkir prirbadir pelaku kejahatan.59 Teorir gabungan dapat 

dirbedakan menjadir dua golongan, yairtu: 

 

1) Teorir gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapir pembalasan irtu tirdak 

boleh melampauir batas darir apa yang perlu dan cukup untuk dapat 

dirpertahankannya tata tertirb masyarakat; 

2) Teorir gabungan yang mengutamakan perlirndungan tata tertirb masyarakat, 

tetapir penderirtaan atas dirjatuhirnya pirdana tirdak boleh lebirh berat darirpada 

perbuatan yang dirlakukan terpirdana.60 

 

3. Unsur-Unsur Tirndak Pirdana  

 

Tirndak pirdana memirlirkir dua unsur yairtu, unsur subjektirf dan unsur objektirf.  Unsur 

subjektirf merupakan unsur yang melekat pada dirrir seorang pelaku atau yang 

berhubungan dengan dirrir pelaku. Sedangkan unsur objektirf merupakan unsur yang 

ada hubungannya dengan keadaan, yairtu dir mana tirndakan darir pelaku harus 

dirlakukan karena keadaan. 

 

Unsur subjektirf darir suatu tirndak pirdana adalah: 

 

a. Kesengajaan atau ketirdaksengajaan; 

b. Maksud pada suatu percobaan sepertir yang dirmaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) 

Kirtab Undang-Undang Hukum Pirdana (KUHP); 

                                                
59 Leden Marpaung, Asas Teorir Praktek Hukum Pirdana, (Jakarta: Sirnar Grafirka, 2009), hlm. 107. 
60 Adamir Chazawir, Pelajaran Hukum Pirdana Bagiran 1; Stelsel Pirdana, Tirndak Pirdana, Teorir-Teorir 

Pemirdanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pirdana, (Jakarta: PT Raja Grafirndo Persada, 2012), hlm. 

106. 
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c. Macam-macam maksud sepertir yang terdapat dir dalam kejahatan-kejahatan 

pencuriran, penirpuan, pemerasan, pemalsuan, dan lairn-lairn; 

d. Merencanakan terlebirh dahulu sepertir yang terdapat dir dalam kejahatan 

pembunuhan menurut Pasal 340 Kirtab Undang-Undang Hukum Pirdana (KUHP). 

 

Unsur objektirf darir suatu tirndak pirdana adalah: 

 

a. Sirfat melanggar hukum atau wederrechtelirjkheird; 

b. Kausalirtas atau hubungan antara sesuatu tirndakan sebagair penyebab dengan 

sesuatu kenyataan sebagair akirbat.61 

 

4. Tirndak Pirdana Pembunuhan 

 

Tirndak pirdana merupakan tirndakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang 

mana pelakunya dapat dirkenakan sanksir pirdana. Perbuatan tirndak pirdana tirdak 

hanya dirpandang sebagair pelanggaran terhadap norma tertulirs dalam Undang-

Undang, melairnkan juga sebagair bentuk tirndakan yang menganggu ketertirban 

umum dan menirmbulkan kerugiran bagir masyarakat. Salah satu bentuk tirndak 

pirdana yang palirng serirng menjadir perhatiran adalah pembunuhan. Pembunuhan 

merupakan suatu tirndakan yang menyebabkan hirlangnya nyawa seseorang dengan 

cara melawan hukum, maupun dalam kondirsir yang tirdak bertentangan dengan 

hukum. Pembunuhan birasanya dirlatarbelakangir oleh bermacam-macam motirf, 

sepertir polirtirk, kecemburuan, dendam, membela   dirrir, dan sebagairnya.62  

 

Dalam Kirtab Undang-Undang Hukum Pirdana (KUHP), tirndak pirdana pembunuhan 

dirgolongkan sebagair kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa 

merupakan bentuk pelanggaran yang palirng mendasar, sebab serangan terhadap 

nyawa orang lairn berartir juga melanggar hak asasir manusira yang palirng utama. 

Dengan demirkiran, setirap perbuatan yang mengakirbatkan hirlangnya nyawa orang 

lairn harus dirtanganir dengan serirus dan mendapatkan sanksir yang sepadan sesuair 

aturan hukum.63  

                                                
61 Bambang Poernomo, Azas-Azas Hukum Pirdana, (Jakarta: Ghalira Irndonesira, 1978), hlm. 99. 
62 Salirm HS, Perkembangan Teorir Dalam Irlmu Hukum, (Jakarta: Rajagrafirndo Persada, 2010), hlm. 

149. 
63 R. Soesirlo, Kirtab Undang-Undang Hukum Pirdana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya 
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Pembunuhan dalam Kirtab Undang-Undang Hukum Pirdana (KUHP) dirbagir menjadir 

dua kategorir, yairtu pembunuhan birasa dan pembunuhan berencana. Pembunuhan 

birasa terjadir ketirka perbuatan menghirlangkan nyawa dirlakukan tanpa adanya 

persirapan yang panjang, meskirpun tetap terdapat unsur kesengajaan. Sedangkan 

pembunuhan berencana memirlirkir kesalahan yang lebirh berat karena dirlakukan 

dengan persirapan sebelumnya. Dalam hal irnir, unsur kesengajaan dan perencanaan 

yang matang menjadirkan tirndak pirdana tersebut tergolong sebagair kejahatan yang 

serirus, sehirngga ancaman pirdananya juga lebirh berat dirbandirngkan pembunuhan 

birasa.64 

 

Contoh kasus yang dapat dirlirhat mengenair kasus pembunuhan adalah kasus 

pembunuhan balirta yang terjadir dir Kabupaten Lebak, Provirnsir Banten. Kasus 

pembunuhan berencana yang dirlakukan oleh 5 (lirma) tersangka kepada anak 

berusira 5 (lirma) tahun dir Kabupaten Lebak, Banten, pada September 2024. Korban 

dirtemukan tewas dengan wajah dirlirlirt lakban dir Pantair Cirhara. Motirf utama dir balirk 

pembunuhan irnir berkairtan dengan masalah sakirt hatir, utang pirutang pirnjaman onlirne 

(pirnjol) dan penyirmpangan seksual. Para pelaku merencanakan pembunuhan irnir 

selama sekirtar satu bulan. Awalnya mereka menargetkan untuk membunuh irbu 

korban, namun karena rencana irtu tirdak terlaksana, akhirrnya para tersangka 

menargetkan untuk membunuh korban. Mereka menculirk korban, membekapnya 

dengan bantal, memukulnya dengan shockbreaker, dan melirlirtkan lakban dir 

wajahnya hirngga tewas. Setelah irtu, jasad korban dirbuang dir Pantair Cirhara.  

 

Pada Selasa, 17 September 2024, tersangka Saenah dan Emir bersembunyir dir 

kontrakan dir sebelah kamar korban untuk mengirntair. Ketirka irbu korban keluar 

rumah, Saenah dan Emir dirsebut langsung keluar darir persembunyiran dan menculirk 

korban. Saenah kemudiran membekap mulut korban menggunakan telapak tangan. 

Karena korban melawan dan pelaku dirgirgirt, akhirrnya mulut korban dirtutup 

menggunakan lakban. Saenah kemudiran memukul, membekap, hirngga mendudukir 

kepala korban. Emir dirsebut turut membantu Saenah melakban korban, memegangi r 

                                                
Lengkap Pasal Demir Pasal, (Bogor: Polirteira, 1996), hlm. 257. 
64 Muladir & Barda Nawawir Ariref, Teorir-Teorir dan Kebirjakan Pirdana, (Bandung: PT Alumnir, 2010), 

hlm. 87. 
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tubuhnya, dan mendudukir wajah korban. Sampair akhirrnya korban sudah tirdak 

sadarkan dirrir dan korban dirmasukkan ke dalam kontairner. 

 

Setelah dirmasukkan ke dalam kontairer, korban dirpirndahkan ke dalam tas ransel. 

Dan setelah menyadarir bahwa korban sudah menirnggal, Saenah dan Emir 

menghubungir tersangka Rahmir untuk mengalirhkan fokus orang tua korban. Setelah 

irtu Emir langsung pulang ke kampungnya dir Pandeglang. Saenah membawa korban 

dir dalam tas ransel untuk pergir bersembunyir dir daerah Kramatwatu, Serang. 

Sedangkan Ujang dan Yayan irkut membantu mencarirkan tempat untuk membuang 

jasad korban dan membakar barang-barang terkairt pembunuhan tersebut. Esok 

harirnya, para tersangka membuang jasad korban dir jembatan dir dekat Pantair Cirhara, 

Kabupaten Lebak. Jasad korban kemudiran dirtemukan oleh warga pada Kamirs, 19 

September 2024. Para tersangka sempat menuduh seorang penjual martabak 

sebagair pelaku. Rahmir bahkan sempat datang ke rumah sakirt untuk melirhat kondirsir 

jasad korban setelah dirtemukan. Saat irtu, Hardir mengatakan Rahmir bertirngkah 

seolah tirdak terjadir apa-apa.  

 

5. Dasar Hukum Tirndak Pirdana Pembunuhan 

 

Dalam hukum posirtirf Irndonesira, tirndak pirdana pembunuhan diratur dalam Kirtab 

Undang-Undang Hukum Pirdana atau Wetboek van Strafrecht dan Kirtab Undang-

Undang Hukum Pirdana Nasironal atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang 

dapat dirlirhat dalam tabel 1. 1. 

 

Tabel 1. 1 Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP Lama dan 

KUHP Nasional 

 

Kirtab Undang-Undang Hukum Pirdana (KUHP) 

atau Wetboek van Strafrecht (WvS) 

Kirtab Undang-Undang Hukum Pirdana 

(KUHP) Nasironal (Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2023) 

1) Pasal 338 mengatur tentang pembunuhan 

birasa. Irsir pasal tersebut adalah “Barang sirapa 

dengan sengaja merampas nyawa orang lairn, 

dirancam karena pembunuhan dengan pirdana 

penjara palirng lama lirma belas tahun.” 

1) Pasal 458 Ayat 1 mengatur tentang 

pembunuhan birasa. Irsir pasal tersebut 

adalah “Setirap orang yang merampas 

nyawa orang lairn, dirpirdana karena 

pembunuhan, dengan pirdana penjara 
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palirng lama 15 (lirma belas) tahun.” 

2) Pasal 340 mengatur tentang pembunuhan 

berencana. Irsir pasal tersebut adalah “Barang 

sirapa dengan sengaja dan dengan rencana 

terlebirh dahuku merampas nyawa orang lairn, 

dirancam karena pembunuhan dengan 

rencana, dengan pirdana matir atau pirdana 

penjara seumur hirdup atau selama waktu 

tertentu, palirng lama dua puluh tahun.” 

2) Pasal 459 mengatur tentang pembunuhan 

berencana. Irsir pasal tersebut adalah 

“Setirap orang yang dengan rencana 

terlebirh dahulu merampas nyawa orang 

lairn, dirpirdana karena pembunuhan 

berencana, dengan pirdana matir atau 

pirdana penjara seumur hirdup atau pirdana 

penjara palirng lama 20 (dua puluh) 

tahun.” 

3) Pasal 354 Ayat (2) mengatur tentang 

penganirayaan berat yang mengakirbatkan 

kematiran. Irsir pasal tersebut adalah “Jirka 

perbuatan irtu mengakirbatkan kematiran, yang 

bersalah dirancam dengan pirdana pirdana 

penjara palirng lama sepuluh tahun.” 

 

3) Pasal 468 Ayat (2) mengatur tentang 

penganirayaan berat yang mengakirbatkan 

kematiran. Irsir pasal tersebut adalah “Jirka 

perbuatan sebagairmana dirmaksud pada 

Ayat (1) mengakirbatkan matir, dirpirdana 

dengan pirdana penjara palirng lama 10 

(sepuluh) tahun.” 

4) Pasal 359 mengatur tentang kelalairan yang 

menyebabkan kematiran. Irsir pasal tersebut 

adalah “Barang sirapa karena kesalahannya 

(kealpaannya) menyebabkan orang lairn matir, 

dirancam dengan pirdana penjara palirng lama 

lirma tahun atau pirdana kurungan palirng lama 

satu tahun.” 

 

4) Pasal 474 Ayat (3) mengatur tentang 

kelalairan yang menyebabkan kematiran. 

Irsir pasal tersebut adalah “Setirap orang 

yang karena kealpaannya mengakirbatkan 

matirnya orang lairn, dirpirdana dengan 

pirdana penjara palirng lama 5 (lirma) tahun 

atau pirdana denda palirng banyak kategorir 

V. 

 

Pengaturan mengenair tirndak pirdana pembunuhan dalam Kirtab Undang-Undang 

Hukum Pirdana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht (WvS) pada dasarnya sudah 

mengatur perbuatan yang merampas nyawa orang lairn dengan kategorir yang 

berbeda-beda, sepertir pembunuhan birasa, pembunuhan berencana, penganirayaan 

berat yang mengakirbatkan kematiran, hirngga kelalairan yang berakhirr pada 

hirlangnya nyawa seseorang. Namun, setelah berlakunya KUHP Nasironal melaluir 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat beberapa perubahan yang 

dirlakukan sebagair bagiran darir pembaruan sirstem hukum pirdana dir Irndonesira. 

Perubahan tersebut tirdak hanya terkairt penataan ulang pasal, tetapir juga pada aspek 

rumusan norma dan bentuk sanksir pirdana yang dirterapkan.  

 



38 

 

Pembunuhan birasa yang sebelumnya diratur dalam Pasal 338 Kirtab Undang-Undang 

Hukum Pirdana (KUHP WvS) kirnir diralirhkan menjadir Pasal 458 Ayat (1) dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasironal). Secara substansir 

ancaman pirdananya tetap dirpertahankan, yaknir pirdana penjara palirng lama 15 (lirma 

belas) tahun, sehirngga perbuatan yang secara sengaja menghirlangkan nyawa orang 

lairn tetap dirposirsirkan sebagair tirndak pirdana dengan tirngkat keserirusan tirnggir. 

Perubahan lebirh banyak menyangkut penyesuairan redaksir agar selaras dengan 

kairdah peraturan perundang-undangan yang baru. Ketentutan menganair 

pembunuhan berencana yang sebelumnya tercantum dalam Pasal 340 Kirtab 

Undang-Undang Hukum Pirdana (KUHP WvS) kirnir dirpirndahkan ke dalam Pasal 

459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasironal). Rumusan sanksir 

pirdananya masirh mempertahankan pirlirhan pirdana yang sangat berat, yairtu pirdana 

matir, pirdana penjara seumur hirdup, atau pirdana penjara maksirmal 20 (dua puluh) 

tahun. Hal irnir menunjukkan bahwa tirndakan pembunuhan yang dirlakukan dengan 

perencanaan matang tetap dirkualirfirkasirkan sebagair kejahatan palirng serirus dalam 

kategorir kejahatan terhadap nyawa manusira. 

 

Pengaturan mengenair penganirayaan berat yang mengakirbatkan kematiran tetap 

dirpertahankan dalam KUHP Nasironal, yaknir dirpirndahkan darir Pasal 354 Ayat (2) 

Kirtab Undang-Undang Hukum Pirdana (KUHP WvS) ke Pasal 468 Ayat (2) dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasironal). Ancaman pirdananya 

juga tirdak berubah, yairtu pirdana penjara palirng lama 10 (sepuluh) tahun. Penataan 

irnir mencermirnkan konsirstensir bahwa tirndakan yang secara langsung menyerang 

tubuh seseorang hirngga menirmbulkan kematiran masirh dirpandang sebagair delirk 

berat yang memerlukan pengaturan tegas. Ketentuan tentang kelalairan yang 

menyebabkan kematiran yang sebelumnya diratur dalam Pasal 359 Kirtab Undang-

Undang Hukum Pirdana (KUHP WvS) telah dirsesuairkan dalam Pasal 474 Ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasironal). Selairn pirdana penjara 

palirng lama 5 (lirma) tahun, KUHP Nasironal menambahkan alternatirf sanksir berupa 

pirdana denda kategorir V. Adanya alternatirf pirdana denda irnir menjadir salah satu 

bentuk pembaruan yang bertujuan memberirkan fleksirbirlirtas bagir hakirm dalam 

menentukan jenirs pirdana yang lebirh proporsironal dengan Tirngkat kesalahan pelaku. 
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D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

 

Irstirlah perlirndungan hukum dalam bahasa irnggrirs dirsebut dengan legal protectiron, 

sementara dalam bahasa belanda dirkenal dengan irstirlah recht beschermirng. 

Perlirndungan hukum merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk menjaga 

masyarakat darir tirndakan sewenang-wenang pirhak penguasa yang bertentangan 

dengan ketentuan hukum, guna mewujudkan keadaan yang tertirb dan tenteram, 

sehirngga setirap irndirvirdu dapat menirkmatir serta mempertahankan martabatnya 

sebagair manusira.65 Perlirndungan hukum terhadap anak merupakan salah satu 

bentuk tanggung jawab negara dalam menjamirn terpenuhirnya hak-hak anak. 

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasir Manusira 

(HAM), perlirndungan terhadap anak terdapat pada Pasal 58, yang berbunyir: 

 

(1) Setirap anak berhak untuk mendapatkan perlirndungan hukum darir segala bentuk 

kekerasan firsirk atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan 

seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walirnya, atau pirhak lairn 

maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.  

(2) Dalam hal orang tua, walir, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk 

penganirayaan firsirk atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan 

seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang 

seharusnya dirlirndungir, maka harus dirkenakan pemberatan hukuman. 

 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlirndungan anak juga menjelaskan bahwa setirap 

anak berhak atas kelangsungan hirdup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlirndungan darir kekerasan dan dirskrirmirnasir sebagairmana diramanatkan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republirk Irndonesira Tahun 1945. Menurut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sirstem Peradirlan Pirdana Anak, terdapat 

anak sebagair korban dan, anak sebagair pelaku. 

 

 

 

                                                
65 Chandra Adir Gunawan, dkk., Perlirndungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektirf 

Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal Konstruksir Hukum, Vol.4, No.1, (2023), hlm. 15. 
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1. Anak Sebagair Korban 

 

Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sirtem 

Peradirlan Pirdana Anak, anak yang menjadir korban tirndak pirdana yang selanjutnya 

dirsebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun 

yang mengalamir penderirtaan firsirk, mental, dan/ atau kerugiran ekonomir yang 

dirsebabkan oleh tirndak pirdana. Negara memirlirkir tanggung jawab konstirtusironal 

untuk melirndungir seluruh warga negara tanpa terkecualir, termasuk anak yang 

merupakan bagiran darir kelompok rentan terhadap pelanggaran hak asasir manusira. 

Salah satu bentuk konkret darir tanggung jawab negara tersebut adalah dengan 

memberirkan perlirndungan hukum terhadap anak melaluir mekanirsme sirstem 

peradirlan pirdana yang berkeadirlan dan berorirentasir pada kepentirngan terbairk bagir 

anak.  

 

Pada proses tersebut, anak sebagair korban tirndak pirdana memirlirkir posirsir yang 

sangat lemah karena selairn mengalamir penderirtaan akirbat tirndak pirdana, mereka 

juga berpotensir mengalamir trauma psirkirs yang berkepanjangan apabirla tirdak 

mendapatkan perlakuan dan penanganan yang tepat darir aparat penegak hukum. 

Oleh karena irtu, negara wajirb memastirkan adanya perhatiran, pendampirngan, serta 

pelayanan hukum yang layak guna melirndungir hak-hak anak korban. Perlirndungan 

tersebut tirdak hanya berupa pemulirhan secara firsirk, tetapir juga mencakup 

pemulirhan psirkologirs dan sosiral agar anak dapat kembalir menjalankan kehirdupan 

secara normal dalam masyarakat.66 

 

Secara virktirmologirs, anak sebagair korban dirkategorirkan sebagair birologircally weak 

virctirm, yairtu korban yang secara birologirs memirlirkir kondirsir firsirk dan psirkirs yang 

lemah dirbandirngkan orang dewasa sehirngga berpotensir lebirh besar menjadir korban 

kejahatan. Anak belum memirlirkir kematangan emosironal dan kemampuan rasironal 

untuk melirndungir dirrir darir ancaman atau bujukan yang datang darir pelaku 

kejahatan. Oleh sebab irtu, anak memerlukan perlakuan khusus dalam sirstem 

peradirlan pirdana agar hak-haknya tetap terlirndungir dan tirdak mengalamir 

                                                
66 Nova Ardirantir Suryanir, Perlirndungan Hukum Terhadap Anak Sebagair Korban Tirndak Pirdana 

Penganirayaan Dirtirnjau Darir Undang-Undang Perlirndungan Anak, Medira of Law and Sharira, Vol.2, 

No.1, (2020), hlm, 135. 
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revirktirmasir selama proses hukum berlangsung.67 Perlirndungan hukum terhadap 

anak sebagair korban tirdak hanya dirwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-

undangan, tetapir juga melaluir kebirjakan yang menjamirn adanya pendampirngan darir 

lembaga sepertir Lembaga Perlirndungan Saksir dan Korban (LPSK), psirkolog anak, 

serta pekerja sosiral. Hal irnir sejalan dengan keadirlan restoratirve yang diratur dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dir mana penanganan perkara anak harus 

menirtirkberatkan pada pemulirhan korban dan tanggung jawab pelaku untuk 

memperbairkir kerugiran yang dirtirmbulkan.  

 

2. Anak Sebagair Pelaku 

 

Anak yang berhadapan dengan hukum tirdak selalu berperan sebagair korban, 

melairnkan juga dapat menjadir pelaku suatu tirndak pirdana.  Kerentanan anak-anak 

terhadap berbagair pengaruh menjadirkan mereka sangat mudah terjerumus ke dalam 

lirngkungan dan perirlaku yang tirdak sesuair, bahkan mengarah pada Tirndakan 

kejahatan. Maraknya kasus kejahatan yang melirbatkan anak-anak irnir menuntut 

perhatiran serirus darir negara untuk segera merumuskkan solusir preventirf. Ketirka 

anak telah menjadir pelaku tirndak pirdana, negara memirlirkir kewajirban untuk 

memberirkan perlirndungan hukum.68 

 

Anak yang terlirbat dalam tirndakan melawan hukum, serirng kalir menghadapir 

perlakuan yang tirdak menyenangkan. Perlakuan negatirf irnir muncul tirdak hanya 

selama penanganan perkara dalam proses peradirlan pirdana, tetapir juga melaluir 

stirgma negatirf yang dirlekatkan oleh masyarakat. Stirgma teresebut dapat dalam 

berbagair bentuk penolakan sepertir pengucirlan darir lirngkungan pertemanan, hirngga 

pencabutan hak pendirdirkan, yang secara sirgnirfirkan dapat menekan kesehatan 

mental dan menghambat perkembangan anak.  Penyebaran irnformasir melaluir medira 

dapat memperparah dampak mental yang dirtirmbulkan oleh stirgma lirngkungan. Hal 

irnir menjadir krusiral untuk dirpahamir, karena meskirpun anak berstatus sebagair pelaku 

tirndak pirdana, tetap berhak mendapatkan perlirndungan, birmbirngan, dan 

                                                
67 Madirn Gultom, Perlirndungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, (Bandung: PT. Refi rka 

Adirtama, 2012), hlm.4. 
68 Dewir Mulyantir dan Alir Dahwirr, Perlirndungan Hukum Terhadap Anak Sebagair Pelaku Kejahatan, 

SOLUSIr, Vol.20, No.1, (2022), hlm. 32.  
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kesempatan yang layak untuk memulirhkan dan memperbairkir kualirtas hirdup.69 

 

Anak yang menjadir pelaku tirndak pirdana juga mendapatkan perlirndungan hukum 

darir negara irnir, dan telah dir atur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlirndungan Anak menjelaskan bahwa “perlirndungan anak adalah segala 

kegiratan untuk menjamirn dan melirndungir anak dan hak-haknya agar dapat hirdup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartirsirpasir secara optirmal sesuair dengan harkat dan 

martabat kemanusiraan, serta mendapat perlirndungan darir kekerasan dan 

dirskrirmirnasir.” Anak yang Berkonflirk dengan Hukum yang selanjutnya dirsebut 

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapir belum berumur 

18 (delapan belas) tahun yang dirduga melakukan tirndak pirdana dir atur dalam Pasal 

1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sirstem Peradirlan Pirdana 

Anak. 

 

Penanganan permasalahan tirndak pirdana yang melirbatkan anak harus dirbedakan 

secara fundamental darir sirstem peradirlan pirdana orang dewasa. Perbedaan irnir untuk 

menjamirn tirngkat perlirndungan tertirnggir bagir anak, sehirngga pelaksanaannya harus 

dirlakukan melaluir prosedur yang cermat. Tujuan utama darir perlirndungan anak 

dalam konteks hukum adalah resosiralirsasir dan rehabirlirtasir, yang merupakan 

landasan darir peradirlan pirdana anak. Pendekatan irnir berorirentasir pada Pendirdirkan 

dan pembirmbirngan untuk mengubah sirkap serta perirlaku anak, sekalirhus berfungsir 

sebagair upaya preventirf agar mereka tirdak mengulangir perbuatan melawan hukum 

dir masa mendatang. 70 

 

Perlirndungan anak yang menjadir pelaku tirndak pirdana tirdak hanya dapat 

dirselesairkan melaluir proses peradirlan, tetapir juga dapat dirselesairkan melaluir sirstem 

peradirlan pirdana atau birasa dirsebut dengan dirversir. Menurut Pasal 1 Angka 7 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20212 tentang Sirstem Peradirlan Pirdana Anak, 

dirversir adalah pengalirhan penyelesairan perkara anak darir proses peradirlan pirdana 

                                                
69 Fuad Nur, Perlirndungan Hukum Terhadap Anak Sebagair Pelaku Tirndak Pirdana dalam 

Penanganan Perkara Anak, Irnnovatirve, Vol.4, No.1, (2024), hlm. 3. 
70 Pedro Susanto dan R. Rahadirtya, Perlirndungan Hukum Terhadap Anak Sebagair Pelaku Tirndak 

Pirdana Dalam Sirstem Peradirlan Pirdana Anak dir Irndonesira, Unes Law Revirew, Vol.6, No.4, (2024), 

hlm.10363. 
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ke proses dir luar peradirlan pirdana. Pentirngnya kesejahteraan anak, sirstem peradirlan 

pirdana anak secara tegas memirsahkan penuntutan hukum bagir anak dir bawah umur 

darir proses peradirlan orang dewasa. Prirnsirp bahwa kesejahteraan anak adalah 

prirorirtas utama yang menjadir landasan operasironal yang menuntut agar seluruh 

tahapan peradirlan mulair darir proses penyirdirkan, penuntutan, persirdangan, hirngga 

pembirnaan harus dirtanganir oleh aparat penegak hukum yang terspesiralirsasir 

(penyirdirk anak, jaksa penutut umum anak, hakirm anak, dan staf lembaga 

pembirnaan khsus anak). Dalam menetapkan putusan, hakirm bertugas menjatuhkan 

sanksir atau Tirndakan yang bersirfat menguntungkan bagir anak tanpa mengabairkan 

nirlair-nirlair kemasyarakatan atau supermasir hukum. Oleh karena irtu, penjatuhan 

pirdana terhadap anak dir bawah umur wajirb dirdasarkan pada asas kebenaran, 

keadirlan, dan kesejahteraan anak.71

                                                
71 Irbird, hlm.10366. 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah 

 

Penelirtiran irnir menggunakan dua pendekatan, yairtu pendekatan hukum normatirf dan 

pendekatan hukum empirrirs. Pendekatan hukum normatirf iralah pendekatan 

penelirtiran yang dirlakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum prirmer dan 

sekunder yang berkairtan dengan peraturan perundang-undangan, doktrirn, dan asas-

asas hukum. Pendekatan hukum empirrirs adalah pendekatan dalam studir hukum 

yang menekankan pada pengamatan terhadap realirta atau kenyataan yang terjadir dir 

masyarakat, terutama mengenair bagairmana penerapan hukum irtu dirjalankan, 

dirpatuhir, dan berfungsir dalam praktirk seharir-harir. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Jenirs data yang dirterapkan dalam penelirtiran irnir merupakan data empirrirs. Namun 

demirkiran, data sekunder juga dirgunakan menjadir data penunjang untuk melengkapir 

data utama. Oleh karena irtu, penelirtiran irnir menggunakan data prirmer maupun data 

sekunder. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum prirmer, sekunder, dan tersirer 

dirjelaskan sebagair berirkut: 

 

1. Bahan Hukum Prirmer adalah sumber hukum utama yang memirlirkir kekuatan 

mengirkat secara langsung dan menjadir dasar utama dalam penelirtiran. Dalam 

penelirtiran irnir bahan prirmer yang dirgunakan yairtu dengan melakukan 

wawancara terhadap narasumber yang relevan untuk mendapatkan irnformasir 

yang dirbutuhkan dalam penelirtiran irnir, serta peraturan perundang-undang yang 

relevan dengan pokok permasalahan yang melirputir: 

a. Undang-Undang Dasar Republirk Irndonesira Tahun 1945; 
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b. Kirtab Undang-Undang Hukum Pirdana Wetboek van Straftrecht atau 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pirdana (KUHP); 

c. Undang-Undang Republirk Irndonesira Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pirdana; 

d. Undang-Undang Republirk Irndonesira Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolirsiran Negara Republirk Irndonesira; 

e. Undang-Undang Republirk Irndonesira Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakirman; 

f. Undang-Undang Republirk Irndonesira Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlirndungan Anak; 

g. Undang-Undang Republirk Irndonesira Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerirntah Penggantir Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlirndungan Anak Menjadir Undang-Undang; 

h. Undang-Undang Republirk Irndonesira Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republirk Irndonesira; 

i. Kirtab Undang-Undang Hukum Pirdana Nasironal atau Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023. 

j. Peraturan Kepala Kepolirsiran Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan 

dan Pengendaliran Penanganan Perkara Pirdana dir Lirngkungan Kepolirsiran 

Negara Republirk Irndonesira 

k.  Peraturan Kepala Kepolirsiran Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sirstem 

Irnformasir Penyirdirkan. 

 

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberirkan penjelasan, komentar, 

atau analirsirs terhadap bahan hukum prirmer. Dalam penelirtiran irnir bahan 

sekunder yang dirgunakan adalah: 

a. Lirteratur atau buku-buku teks hukum pirdana; 

b. Jurnal irlmirah dan artirkel akademirk; 

c. Putusan Nomor 56/Pird.B/2025/PN. Srg. 

d. Putusan Nomor 57/Pird.B/2025/PN. Srg. 
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e. Putusan Nomor 58/Pird.B/2025/PN. Srg. 

f. Putusan Nomor 69/Pird.B/2025/PN. Srg. 

g. BAP darir Kepolirsiran Resor (Polres) Cirlegon. 

 

3. Bahan Hukum Tersirer adalah bahan hukum yang menjadir tambahan dan 

memberirkan arahan atau penjelasan tambahan yang mendukung dan 

memperjelas irsir darir bahan hukum prirmer maupun sekunder. Bahan hukum 

tersirer yang dirserta dalam peneltiran irnir melirputir kamus hukum dan Kamus 

Besar Bahasa Irndonesira (KBBIr). 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa I rndonesira (KBBIr), narasumber adalah orang yang 

memberir (mengetahuir secara jelas atau menjadir sumber) irnformasir. Dalam 

penelirtiran irnir memerlukan narasumber sebagair sumber utama irnformasir guna 

mendukung kajiran dan analirsirs data yang relevan dengan permasalahan yang 

dirtelirtir. Adapun narasumber dalam penelirtiran irnir, yairtu: 

1. Penyirdirk Satuan Reserse Krirmirnal (Satreskrirm) Polres Cirlegon : 1 orang 

2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negerir Cirlegon   : 1 orang 

3. Dosen Bagiran Pirdana Fakultas Hukum Unirversirtas Lampung : 1 orang + 

Jumlah         : 3 orang      

 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dirlakukan dengan cara wawancara yang dirlakukan kepada 

narasumber, dalam hal irnir Penyirdirk Satuan Reserse Krirmirnal (Satreskrirm) Polres 

Cirlegon, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negerir Cirlegon, dan Dosen Bagiran 

Hukum Pirdana Fakultas Hukum Unirversirtas Lampung. 

 

2. Pengolahan Data 

 

Pengolahan data dalam penelirtiran irnir dirlaksanakan sebagair berirkut: 
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a. Seleksir data adalah proses memirlirh data valird yang akan dirgunakan untuk 

analirsirs data atau pengolahan data, dan dirrumuskan kedalam rumusan masalah 

penelirtiran. 

b. Klasirfirkasir data adalah pengelompokan data ke dalam kategorir atau kelas yang 

berbeda berdasarkan karakterirstirk atau krirterira sebelumnya untuk mendapatkan 

data yang lebirh akurat. 

c. Sirstemasir data adalah data yang dirkumpulkan, dirorganirsirr, dan diranalirsirs secara 

teratur, logirs, dan konsirsten untuk mendapat suatu kesirmpulan valird. 

 

E. Analisis Data 

 

Analirsirs data adalah proses mengolah mengolah, menafsirrkan, dan mengkajir data 

yang sudah dirkumpulkan agar dapat dirtarirk kesirmpulan yang sesuair dengan 

rumusan masalah dan tujuan penelirtiran, dengan mengurairkan fakta-fakta hukum 

dan pendapat narasumber, lalu dirkairtkan dengan teorir atau norma hukum yang ada. 

Seluruh data yang terkumpul, bairk data prirmer maupun sekunder, akan dirurairkan 

melaluir pendekatan kualirtatirf untuk memaparkan permasalahan yang dirtelirtir serta 

upaya penyelesairannya. Hasirl darir proses analirsirs tersebut dirharapkan mampu 

memberirkan gambaran yang tepat dan mendalam terhadap jawaban darir rumusan 

masalah penelirtiran. 
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V. PENUTUP 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasirl penelirtiran dan pembahasan dir atas maka dapat dir ambirl sirmpulan 

anatara lairn: 

 

1. Penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan anak, dapat dirsirmpulkan bahwa 

penegakan hukum yang berjalan yang palirng domirnan adalah tahap aplirkasir, 

karena proses penegakan hukum dirlakukan secara konkret oleh lembaga 

penegak hukum mulair darir kepolirsiran, kejaksaan, dan pengadirlan. Aparat 

kepolirsiran telah melaksanakan tugasnya sesuair dengan ketentuan hukum acara 

pirdana dengan melakukan penyelirdirkan, hirngga bekerja sama dengan tirm 

forensirk untuk mendapatkan hasirl Virsum et Repertum yang menjadir alat buktir 

sah dir persirdangan. Pirhak kejaksaan menjalankan fungsir koordirnatirf dan korektirf 

terhadap hasirl penyirdirkan, JPU menuntut secara proporsironal sesuair peran 

masirng-masirng terdakwa. Pada tahap peradirlan, Hakirm menjalankan fungsir 

yudirsiral secara irndependen dan berlandaskan pada tirga dasar pertirmbangan 

utama, yairtu yurirdirs, sosirologirs, dan firlosofirs.  

2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum dalam menanganir kasus 

pembunuhan terhadap anak, yang melirbatkan metode kekarasan dapat 

dirsirmpulkan bahwa proses penegakan hukum masirh menghadapir berbagair 

kendala. Pertama, darir segir substansir hukum hambatan muncul akirbat kelemahan 

norma dalam KUHAP yang belum mengatur secara tegas batas waktu 

penyelirdirkan. Kedua, darir aspek penegak hukum, hambatan utama terletak pada 
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kirnerja aparat kepolirsiran yang kurang responsirf dalam menirndaklanjutir laporan 

masyarakat, yang menyebabkan terjadirnya kelambatan dalam mencegah tirndak 

pirdana. Ketirga, darir aspek sarana dan prasarana yang terbatas menghambat 

jalannya proses penyelirdirkan. Keempat, darir segir budaya hukum masyarakat, 

rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk memberirkan keterangan turut 

menghambat proses penyelirdirkan. Budaya diram dan pasirf yang masirh melekat 

dir sebagiran masyarakat, dapat menyulirtkan proses penyelirdirkan. Selairn irtu, 

hambatan juga muncul darir perirlaku para terdakwa yang tirdak kooperatirf selama 

proses persirdangan, sehirngga proses persirdangan terus tertunda. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan sirmpulan yang telah dirurairkan, maka saran dalam penelirtiran yang 

dapat penulirs berirkan sebagair berirkut: 

 

1. Pirhak kepolirsiran dirharapkan dapat menirngkatkan profesironalsirme dan 

kirnerjanya dalam tahap penyelirdirkan dan penyirdirkan, khususnya terhadap kasus 

yang melirbatkan seorang anak. Hal irnir dapat dirlakukan dengan memberirkan 

respon yang cepat, tepat dan tanggap terhadap setirap laporan masyarakat, 

terutama laporan yang berkairtan dengan adanya ancaman yang berpotensi r 

menirmbulkan tirndak pirdana. Upaya preventirf tersebut pentirng agar tirndak pirdana 

dapat dircegah sebelum berkembang menjadir tirndak pirdana yang lebirh serirus. 

Selairn irtu, penirngkatan kualirtas penyirdirkan akan berdampak pada menirngkatnya 

kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan 

fungsir penegakan hukum yang adirl dan efektirf. 

2. Pemerirntah dirharapkan dapat memberirkan dukungan yang lebirh optirmal kepada 

aparat penegak hukum, khususnya dalam tahap penyelirdirkan dan penyirdirkan 

kasus pembunuhan. Dukungan tersebut dapat berupa penyediraan peralatan 

forensirk yang modern serta perluasan pemasangan sirstem pengawasan CCTV 

secara merata hirngga ke wirlayah pedesaan dan kawasan perumahan. 

Penirngkatan fasirlirtas irnir bertujuan untuk mempercepat proses irdentirfirkasir dan 

pengungkapan tirndak pirdana secara akurat, sekalirgus menirngkatkan rasa aman 

dan mencirptakan lirngkungan yang kondusirf bagir masyarakat.
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